BAB II

SKETSA BIOGRAFI AT-TUFI DAN PEMIKIRAN MASLAHAHNYA

A. Gambaran Umum Maslahah
1. Definisi Maslahah

Sccara ctimologis kata maglahah adalah kala bahasa arab ( 4slwas ) yang
berasal dari kata salaha ( ¢l ), yang berarti kebaikan, facdah, bagus, baik ,
berguna', dan kepentingan®,

Mustafa Ahmad az-Zarqa memberi batasan bahwa mas/ahah merupakan
kebalikan dari mafsadal’, dan dalam Munjid, kata maslafah mengalami
perluasan makna menjadi sesuatu yang membangkitkan kebaikan bagi dirinya
dan lingkungannya.*

Dalam Al-qur’an pun banyak menggunakan kata fasads, sebagai

kebalikan dari kata salafia, misalnya bunyi ayat :

> G Sy gl YR

" Fuad Irfan, Munjid at-Tullab, (Beirut: Dar al-Fikr, (,1),hlm. 479

* Ahmad warson Munawwir, A/ Munawwir Kanus Arab  Indonesia, (Surabaya: Pustaka
Progresif,1997),hlm.789.

3 Mustafa Ahmad az-Zarqa, Hukum Islam dan perubahan Sosial studi komparatit
delapan mazhab, Alih bahasa Ade Dedi Rohayana (Jakarta: Riora Cipta, 2000), him 35.

¢ Luis Ma’luf, A/-Munjid, (Kuwait: Dar al-Qalam, (.1), hlm. 432.

5 Al-Baqarah (2) : 12.
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Sedangkan Najmuddin at-Tufi memberi pandangan bahwa mas/ahah

secara etimologis merupakan masdar dari CiLmI\ f 'c.’\ua,yaitu sesuatu yang baik

atau sempurna, seperti pena yang masih dalam kondisi terbaiknya.®
Magslahah sccara terminologi banyak ‘ulama‘ yang memberi pendapat
beragam, akan tetapi tetap bernuansa pada prinsip-prinsip dasar yang sama.

Diantara pendapat tersebut adalah :

1. al-Khurraizmi mendefinisikan maslahah adalah menjaga sepenuhnya tujuan-
tujuan syara’ dengan menghilangkan atau menyingkirkan kerusakan
(mafasid) dari mahkluk.’

2. Syeikh ‘Abdur gadir bin badran mendefinisikan maslahah dengan menarik
manfaat atau kebaikan dan menolak atau menghilangkan kemudaratan®

3. Imam Asy-Syaukani memberi definisi mas/ahah dengan memelihara magasid
asy-Syari’ah dan menolak mafSadah dari umat’.

4. Al-Gazali memberi definisi terhadap mas/ahah dengan pemeliharaan tujuan
syara’. Dan tujuan syara’ pada makhluk ada lima, yakni memelihara agama,

jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Dengan demikian, semua yang

¢ Abdul Wahhab Khallaf, Mahadir at-Tasyri’ al-Islamiyyi fima I3 nasa fiki ( Kuwait:
Dar al-Qalam, 1972). him. 111.

7 Wahbah Zuhaifi, Usil Figh al-Islamiyyi ( Damaskus: Dar al-Fikn, 1406 H/ 1989 M),
hlm.757.

§ < Abdul Qadir bin badran, a/-Madkhal ila mazhab al-Imem Abmad bin Hanbal (Beirut:
My’ assasah Risalah, 1405 H/ 1985 M), hlm.293.

° Muhammad ‘Ali asy-Syaukani, Irsyad al-Fuhil ila Tahqgiq al-haq min ‘ilmi usil (t.tp :
Syirkah maktababh, ¢.t), cet. 1, hlm.242.
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menyangkut pemeliharaan dasar-dasar itu adalah mas/ahah dan menolak
maslahah adalah suatu mafSadah".

Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti mengartikan kata maslahah sebagai
segala sesuatu yang mendatangkan manfaat, yang meliputi segala upaya
dalam pencapaian hal positif atau scbaliknya, berupa penolakan serta
penghindaran terhadap hal-hal yang negatif*'.

Hasbi ash-Shidieqiy menyatakan mas/ahah sebagai sesuatu yang bermanfaat,
baik dengan menarik sebuah sesuatu atau menghasilkan sesuatu, seperti
manfaat dan kebahagiaan atau dengan cara menolak seperti manjauhkan dari
kemudaratan dan penyakit'Z.

Najmuddin at-Tufi menandaskan pendapatnya mengenai batasan pengertian
maslahah dengan ucapannya : "telah jelas bagiku bahwa yang dimaksud
dengan mas/ahah adalah sifat sesuatu perbuatan yang menghasilkan sebuah
kefaedahan atau kebaikan dan memberi manfaat secara kekal dan berlaku

umum,""

12 Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazali, al-Musytasfa min lmi al-Usul,

(Damaskus: Bait al-Husain, t.t), him.251.

" Muhammad Sa’id Ramadan al-buti, Dawabjt al-Maglahah fi asy-Syari‘ah al-Islamiyyi

cet. 2 (Beirut: Mu'assasah Risalah, 1997), him.23.

2 Hasbi ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975),him.339,

Senada dengan Jalal ad-din ‘abd. Ar-Rahman, al-Masalih al-mursalsh wa makanstuba £ at-
Tasyri’f (Beirut: Dar al-Kutub al-jami’i, t.t), him.12-13.

B Mustafa Zaid , a-Maslahab fi at-T. asyri T al-Islami wa Najmuddin at-Tufi (Mesir: Dar

al-Fikri al-'Arabi, 1954), him.173.
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Walaupun para ‘ulama‘’ beragam dalam memberi definisi dari mas/ahah,
namun dari berbagai pendapat tersebut dapat ditarik prinsip-prinsip dasar yang
ada dalam rnaslahah scbagai berikut™ :

1. prinsip menolak/ menghilangkan kemudaratan
2. prinsip menarik/ memberi manfaat
3. prinsip menegakkan kebenaran
4. prinsip menegakkan keadilan
Kesemua prinsip-prinsip dasar ini adalah nilai-nilai universal yang

merupakan ruh dari syari’ah (maqasid syari’ah).

2. Kronologis munculnya metode Istislah

Tujuan hukum yang berupa maslafiah merupakan proposisi-proposisi
(General proposition) dan norma-norma moral dan etika yang disimpulkan secara
induktif dari berbagai sumber material syari’ah'’. Karena di luar perbuatan yang
telah ditentukan hukumnya di dalam teks, terdapat perbuatan-perbuatan yang
secara harfiyah tidak termasuk ke dalam kategori yang ditentukan dalam teks. Di
sini mas/ahah mursalah dengan mempertimbangkan keselarasan dengan genus
tindakan syara’ dapat ditetapkan.

Walaupun sudah jelas bahwa penggunaan kata maslahah pada periode

awal dan dalam al-qur’an berarti kebaikan dan kemanfaatan. Tetapi tidak ada

' Hasbi ash-Shiddieqy, Falsafah., him. 339.

15 Syamsul Anwar, Epistemologi Hukum Islam dalam Mustasfa min ‘Ilm al-Usul karya
al-Gazsli (Yogyakarta: Prog. Pasca sarjana studi Agama Islam TAIN Sunan Kalijaga, 2000),him.
386. Disertasi tidak diterbitkan.
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keraguan lagi bahwa itu belum juga menjadi istilah teknis. Sudah sering
dikatakan bahwa mas/ahah merupakan sesuatu prinsip ijtihad yang secara
panjang lebar untuk mempertahankan bahwa “baik” adalah “sah” dan yang sah
itu “harus baik” --- digunakan pada periode sangat awal dalam perkembangan
figh'®.

‘Abdul wahhab khallaf telah menggunakan istilah istislah yang ia artikan
sebagai proses penggalian hukum terhadap peristiwa-peristiwa yang tidak ada
nag terhadapnya dan ijma‘ serta dalil syara’ yang menunjuknya dan
meniadakanya'’. Dari penclurusan terhadap peristiwa-peristiwa figh islam
tampak bahwa peristiwa-peristiwa itulah yang menumbuhkan dan membuahkan
(termaistislah), sebuah istilah bahasa yang padat'®,

Dari al-Burhan karya Imam al-Haramain al-Juwaini (438/ 1047) tampak
bahwa pada masa ini validitas pemikiran yang didasarkan pada maslahah
merupakan problem cukup kontroversial yang menimbulkan beberapa aliran

pemikiran dalam persoalan ini".

16 Ibid, him. 387.

7 Abd. al- Wahhab Khallaf, Masadir at-T: asyr’ al-Islamiyi ff ma la nasa fibi ( Kuwait :
Dar al- Qolam, 1972), him.88.

'* Mustafa Ahmad az-Zarqa, Hukum Islam dan perubahan. hlm.55.

LS Sejumlah pengikut Syafi'i dan mutakallimin dikatakan dengan masih
mempertahankan bahwa maslshah yang dapat diterima hanyalah maslahah yang mempunyai
landasan tekstual khusus (asl). Mursalah (suatu masiahah yang tidak didasarkan pada asl) dan
seperti itu karena bertentangan dengan dalil maka tidaklah valid. Aliran pemikiran yang kedua
dikaitkan kepada Syafi’i dan mayoritas pengikut Hanafi pada umumnya. Mercka yakin bahwa
maslahah, bahkan andaikata maslahah itu tidak didukung oleh landasan spesifik, masih dapat
digunakan asalkan sama dengan masalih yang secara bulat diterima atau didukung oleh nas.
Aliran kedua dikaitkan kepada Malik yang memegangi bahwa maslahsh diadakan tanpa adanya
pertimbangan kondisi yang menyerupai atau apakah mas/ahah itu terkait dengan teks (nas) atau
tidak.
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Istilah magslahah dan masalif baru digunakan oleh seorang mu’tazili, Abu
Husain al-Basri (w.478/ 1065), dalam pengertian umum dan istilah tcknis, Basri
membahas mas/afiah mengacu pada istid/al (penalaran) dan 7//ah (kausa hukum),
dan argumentasi yang ditujukan kepada para penentang yang mempertahankan
bahwa masalilh sama sekali tidak dapat diketahui melalui pemikiran®.

Sebelum menggunakan istilah maslahah atau istislah, kata pertama yang
dipakai adalah kata ar-ra’yu sebagai petunjuk terhadap makna ijtihad yang
terdapat dalam fatwa figh yang berpijak kepada kaidah-kaidah syari’at dan
maksudnya, baik dengan jalan qiyas atau dengan jalan berpindah dari giyas
kepada hukum lain yang berlawanan dengannya karena melihat tuntutan
maslahah. Hal ini dilakukan ketika tidak ada nas, atau menurut ijtihad fugaha’
terdapat kekhususan atau takwil dalam memahami petunjuk dan maksud syara’.
Inilah yang telah dirintis oleh ‘Umar bin Khattab r.a. dalam menghadapi berbagai
persoalan baru, seperti larangan Umar r.a. untuk membagi tanah-tanah (yang
berwarna) hitam di Irak kepada penakluknya seperti pembagian harta ganimah
sebagaimana yang telah manqul (ditctapkan nas)*".

Kemudian fugaha’ mazhab Maliki melahirkan istilah maslahah mursalah
ketika mereka memerlukan petunjuk dalam (memecahkan) masalah-masalah baru
yang tidak ada nasnya dan giyasannya. Hal ini setelah kata istislah dipakai dalam

pengertian yang luas. Setelah pemikiran mas/ahah mursalah menyebar, kata

2 yudian W. Asmin, /7/safaf Hukum Islam., him. 157.

B Mustafa Ahmad az-Z.arqa, Hukum Islam., hlm.55-56.



istislah terbatas pengertiannya hanya menunjuk kepada perkara yang berlawanan
dengan kaidah-kaidah giyas®™.

Tetapi pada abad-abab berikutnya, pemikiran mas/ahah berkembang amat
penting. Ada dua (2) tahap utama dalam perkembangan pemikiran masiahah
sebelum Syatibi. Pertama disajikan oleh Najmuddin at-Tufi, kemndian al-Gazali
pada awal abad ke-12, sedangkan yang selanjutnya oleh ar-Razi pada abad ke-13.
akan tetapi hanya pemikiran mas/ahah yang datang dari at-Tufi saja yang lebih
kontroversial®,

Barang siapa yang membaca dan mengamati hukum-hukum yang tertuang
dalam syari’at Islam dan memikirkan sesuatu yang dita’/il (dicari alasan) dalam
al-qur’an dan hadis, maka ia akan menemukan penjelasan bahwa syari’at Islam
bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan semua mahkluk, terutama dalam
bidang-bidang ibadah. Disyari’atkannya ibadah adalah untuk memelihara
kemaslahatan manusia yang ditaklifi**. Jika kemaslahatan para hamba yang
diberi tak[if tersebut terpelihara dalam serangkaian ibadah, di mana ta’ahnd
adalah tujuan utamanya, maka demikian pula dengan urusan mu’amalah yang
mengatur kehidupan mereka, baik individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa®.

Tujuan Syari’ (Allah) menetapkan syari’at tertuju dalam lima hal yaitu :

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang menjamin

2 Ibid., him. 56.
B 1bid,

2 yusuf Qardawi, Membumikan Syari’at Islsm, alih bahasa Zakki dan Yasir Tajid
(Surabaya: Dunia Ilmu Ofset,1997), him. 56.

B Ibid, hlm. 57.
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terpeliharanya lima hal ini adalah kepentingan umum (mas/ahah), dan scgala
sesuatu yang tidak peduli pada lima hal ini, sebagian atau seluruhnya, adalah
kemafsadatan (kerusakan). Jadi target kepentingan umum (mas/afiah) itu ialah
terpeliharanya lima hal tersebut di atas. Ketentuan syara’ itu tidak lain hanyalah
untuk mempertahankan ke lima hal ini. Oleh karena itu hukum-hukum ijtihad
bisa/ harus ditetapkan untuk mencapai tujuan ini%,

Dari uraian di atas kita dapat mengatakan bahwa tujuan dan pendorong
fugaha’ atau hakim menggunakan kaidah istislah dalam menetapkan hukum baru
yang sesuai dengan perintah syari’at Islam, adalah empat hal berikut?’ :

1. Jalb al-Maglahah (menarik maslahat) |

Yaitu perkara-perkara yang diperlukan masyarakat untuk membangun
kehidupan manusia di atas pondasi yang kokoh, seperti memungut pajak secara
adil sesuai dengan keperluan untuk menumbuhkan pengabdian umum dan
peraturan-peraturan penting yang bermanfaat. (a/-/’tisam karya asy-Syatibi, Juz
kedua, hlm. 295. contoh kelima).

Dan banyak contoh hukum-hukum yang diistimbatkan oleh sahabat yang
tidak ditemukan nas padanya dan mereka membangun istimbainya di atas

landasan mas/alah seperti kodifikasi al-qur’an, pembentukan dewan, pembuatan

% Yusdani, Peran Kepantingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Pemikiran
Hukum Isfam Majmaddin aé-Tuff (Jogjakarta: Ul Press,2002), him.118-119.

2" Mustafa Ahmad az-/.arqa, Hukum Islam., hlm. 41-42,
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penjara dan pembaharuan ‘Usman bin ‘Affan terhadap azan jum’at yang menjadi
dua kali azan®,
2. Dar al-Mafasid (menolak mafsadat)

Yaitu perkara-perkara yang memudaratkan manusia baik individu maupun
kelompok, baik berupa materi maupun moral. Parameter kamafsadatan adalah
kaidah-kaidah syari’at dan tujuan-tujuannya yang diambil dari nas-nas yang telah
tetap dan dapat mewujudkan sistem Islam.

Jika syari’at Islam bertujuan memelihara dan mewujudkan kemaslahatan,
maka iapun mempunyai tujuan untuk menghilangkan dan memusnahkan
kemafsadatan serta mencegahnya”. Karena tujuan inilah para fuqaha’
memformulasikan sebuah kaidah fighiyyah sebagai landasan, yaitu :

Vadlaal (s e pdie sulidd ¢y

3. Sadd az-Zari’ah (menutup jalan)**

Yaitu menutup jalan yang dapat membawa kepada menyia-nyiakan
perintah syari’at dan memanipulasinya, atau dapat membawa kepada larangan
syara’ meskipun tanpa disengaja. Banyak nas al-qur’an dan sunnah mendukung

prinsip-prinsip sadd az-Zari’ah ini. Al-qur’an melarang seseorang mencaci

8 <Abd. al- Wahab Khallaf, Masadir,,him.88.
*° Yusuf Qardlawi, Membumikag., him.64.

%“Abdul Hamid Hakim, Mabadi’ al-Awwaliyyah  (Jakarta:  Sa’adiyyah
Putra, 1927),him.35.

3! Sadd az-Zari’ah adalah ucapan dari Imam Malik dan pengikutnya. Imam Abu Hanifah
dan Syafi’i tetap memperholehkan sadd az-7ari’ah, sedangkan Tmam Hanbali dan pengikutnya
(“Ali Abi al-Hitab) menolak atas Sadd az-Zari’ ah.



berhala-berhala orang musyrik, agar kedengkian mereka tidak bangkit, kemudian

mencaci Allah dengan kebodohan dan permusuhan . Allah berfirman®® :

33 . . e s SO
e sl &Y 99 Ge 0oy Al gadY

4. Tagayyur az-Zaman (perubahan zaman)

Yaitu kondisi manusia, akhlak-akhlak dan tuntutan umum yang berbeda

dari masa sebelumnya.

Salah satu bagian terpenting dari perlindungan dan penegakkan tujuan
hukum adalah kesediaan untuk mengakui bahwa kemaslahatan yang dimiliki olech
manusia di dunia dan di akherat dipahami sebagai sesuatu yang relatif, tidak

absolut™. Kontekstualitas hukum Islam inipun dirasakan ‘Umar bin al-Khattab

sebagaimana dalam pernyataanya :

"bahwa al-qur’an adalah kata-kata suci, yang melalui kata-kata itu Allah
mewahyukan kehendak-Nya kepada manusia. Suvatu kewajiban
dirasakannya atas dirinya dan masyarakat Islam pada umumnya, untuk
mengimplementasikan kehendak tersebut dalam kehidupan nyata, sesuai
dengan konteks scjarah dan kebutuan kotemporer. Permasalahannya
adalah bagaimana menempatkan kchendak Tuhan yang abadi itu ke
tengah-tengah masyarakat yang bersifat dinamis dan berubah dengan
perubahan waktu dan tempat"*’,

Para ‘ulama‘ salaf mempunyai pengertian yang mendalam dalam

memahami syara’. Faktor-faktor yang mempengaruhi ialah kenyataan-kenyataan

32 Mustafa Ahmad az-Zarqa, Hukum Islam., him.43.
3 al-An’am (6) : 108.

3 Wael B. Hallaq, Sejarah Pemikiran Hukum Islam, pentetjemah E. Kusnadiningrat dan
‘ Abdul Harir bin Wahid (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2001), him.251.

% Amir Nurruddin , Jjtihad ‘Umar bin Khattab (Jakarta: CV. Rajawali Press,1991),
hlm.123.
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yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat®. Diantara para ‘ulama‘ itu

adalah Ahmad Mustafa al-Maragi®’, Muhammad Rasyid Rida’®, Ibnu Qayyim al-

Jauziyyah®,

3. Kehujjahan Maslahah

Sebelum pembahasan mengenai kehujjahan mas/ahah, akan diuraikan
terlebih dahulu klasifikasi ‘ulama‘’ mengenai mas/ahah. Hal ini dianggap penting
karena erat kaitannya dengan pembahasan kehujjahan maslahah itu sendiri.

Wael B. Hallag mencatat bahwa kepentingan umum (mas/ahah j. masalih)
berperan dalam menentukan kesesuaian (munasabah), sebuah metode yang
fundamental dalam membangun dan memverifikasi ratio. Hal ini disebabkan
karena hubungan antara ratio dan kesesuaian ini yang menganggap bahwa

maslahah (dan istislah, berpikir atas dasar maglahahi) sebagai perluasan dari

**Hasbi Ash-Shiddieqy, Figh Islam mempunyai daya elastis, lengkap, bulat, dan tuntas
(Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm.150.

37 “sesungguhnya hukum-hukum itu diundangkan untuk kepentingan manusia, dan
kepentingan manusia dapat berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Apabila suatu hukum
divndangkan yang pada waktu itu memang dirasakan kebutuhan akan adanya hukum itu,
kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi maka adalah suatu tindakan yang bijaksana menghapus
hukum itu dan menggantikan dengan hukum (lain) yang lebih sesuai dengan waktu terakhir. Lihat
dalam Ahmad Mustafa al-Maraghi, TafSir al-Maraghi (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi,1394
H/1974 M), I : 87.

¥ “sesungguhnya hukum itu (dapat) berbeda karena perbedaan waktu, tempat
(lingkungan) dan situasi. Kalau suatu hukum divndangkan pada waktu sangat dibutuhkan hukum
itu, maka adalah suatu tindakan bijaksana menghapus hukum itu dan menggantikan dengan
hukum (lain) yang lebih sesuai dengan waktu belakangan. Lihat dalam Muhammad Rasyid Rida,
Tafsir al-Mannar (Beirut: Dar al-fikri, tt), I : 414.

¥ «perubahan dan perbedan fatwa atau opini hukum dapat terjadi karena perbedaan
waktu, tempat (lingkungan), situasi, tujuan, dan adat istiadat. Sebagai contoh, dalam pembagian
zakat, khalifah Umar tidak sepenuhnya menerapkan petunjuk ayat 60 surat at-Taubah, dan
meninggalkan praktek yang dahulu dirintis oleh Nabi. Beliau tidak lagi memberikan zakat kepada
al-mu’allafat qulubuhum dengan alasan situasi dan kondisi sudah berubah. Lihat dalam Haidar
Bagqir dkk, Jjtihad dalam sorotan ( Bandung: Mizan, 1988), him. 122.



qiyas*’. Dan berdasarkan ini syara’ membagi munagabah hukum Islam dalam tiga
bagian‘“: al-Munasib al-Mu’tabar®’, al-Munasib al—Mu1g543, al-Munasib al-
Mursal* Dan maslahah yang tidak ditunjukkan syara’ akan kebatalan dan

kebolehannya ini terbagi atas tiga bagian45, yaitu :
a. at-Tahsiniyyat (<hiuadl)

yaitu kemaslahatan yang dimaksudkan untuk menjaga kebaikan adat
(kebiasaan) dan kemuliaan ahklak, seperti taharah dinisbatkan untuk melakukan
salat, memakai perhiasan dan parfum untuk menjaga baiknya aktivitas, dan
diharamkannya segala hal yang kotor (menjijikan) dari makanan dan selalu

bersikap lemah lembut dan baik*.

b. al-Hajiyyat (<balall)

Yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam penyempurnaan

kemaslahatan pokok dan menghilangkan kesukaran (kesempitan) yang berbentuk

0 Wael B. Halaq, Sejarah.,165.
 Wahbah Zuhaili, Usul Figh al-Islamiyyf,hlm.752.

“ yaitu hal yang oleh syara’ dipandang baik atau diperbolehkan, seperti hukum-hukum
syara’ yang berpangkal pada pemeliharaan maqasid as-Syari'ah yang lima.

* yaitu hal yang oleh syara® ditiadakan seperti wajibnya puasa dua bulan sebagai kifarat
jimak (persetubuhan) di siang bulan ramadan bagi orang yang kaya, sebagai pengganti
memerdekakan budak.

* yaitu sifat yang tidak diketahui sikap syara’ terhadapnya mengenai penerimaannya
atau peniadaannya, karena tidak adanya nas dan ijma‘. Dan maslafiah yang tidak ditunjukkan
syara’ akan kebatalan dan kebolehannya ini terbagi atas tiga bagian

4 <Abdul Qadir bin Badran, al-Madkhal ila Mazhabi al-Imam Ahmad bin Hanbal
(Beirut: Mu’assasah ar-Risalah, 1985), him.294.

4 Wahbah Zuhaili, Usul figh., 11:755.



keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan manusia.
Kemaslahatan ini berlaku dalam urusan ibadah’, adat kebiasaan®,
mua'malah®® dan jinayat®.

c. ad-Doruriyyat (45 0a))

Yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia
di dunia dan akherat. Kemaslahatan ini ada lima, yaitu 1) memelihara agama, 2)
memelihara jiwa, 3) memelihara akal, 4) memelihara keturunan, 5) memelihara
harta®,
Para ‘ulama‘ terbagi dalam tiga golongan mengenai kedudukan maslahah
sebagai dasar istimbat, yaitu®*:
1. Maslahah yang dapat dijadikan hukum hanya mas/ahah yang jelas (maslahah
mu’tabarah) ditunjuk syara’, sedangkan mas/ahah yang tidak jelas ditunjuk

syara’ tidak dapat dijadikan pedoman.”® 'Abdul wahhab khallaf menjelaskan

7 seperti adanya keringanan (ruk#isahi) ibadah bagi yang sakit dan dalam petjalanan.

“8 seperti diperbolehkannya binatang buruan dan makanan yang baik sebagai makanan
yang halal, baik dengan memakannya, meminumnya bahkan menungganginya.

* Sementara dalam mu’ amalah seperti girad,salam dan lain-lain.

%0 dalam jinayat seperti keringanan penjatuhan hukuman bagi orang yang gila dan orang
yang telah melakukan perdamaian.

St As —Syatibi, al-Madkhal,, him. 8-12.

52 Hasbi Asy-syiddieqy, Pengantar Hukum Islam (Semarang: pustaka Rizki Putra, 2001),
hlm.238-239.

%3 Pemikiran ini disandarkan pada golongan Hanafiyyah dan Syafi’iyyah. Menurut
Syafi’i, giyas termasuk dalil mu’tabar karena mengacu pada hukum yang 7//afmya ditunjuk
syara’.



bahwa ‘ulama‘ Hanafiyyah tidak menjadikan istislah scbagai hujjah, dan

mereka tidak menjadikan sebagai dalil syara®.>*.

2. Maslahah yang dijadikan pegangan oleh ‘ulama‘ Hanabilah, mercka
mangakui maslahah meskipun tidak ditunjuki nas.”

3. maslahah yang didahulukan pengamalanya atas suatu nas. Golongan ini
terbagi menjadi dua (2) :

a. Mempergunakan maslahah dan mentakhsiskan dengan nas yang bukan
qat’l dalalahnya dan riwayahnya dengan maslahah tersebut. ‘ulama‘
Malikiyyah termasuk dalam golongan ini.

b. Mempergunakan mas/ahah dan mendahulukannya atas nas dalam urusan

mu’amalat. Najmuddin at-Tufi masuk dalam golongan ini.

B. Sejarah kehidupan Najmuddin at-Tufi
Najmuddin at-Tufi nama lengkapnya Abu ar-Rabi’ sulaiman bin 'Abd, Al-

Qawi bin 'Abd. ‘Abdul al-Karim bin Sa’id at-Tufl, Dinisbatkan kepada at-Tufi

5% Jaih Mubarok, Metodologt Ijtihad Hukum (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 165-
166. Akan tetapi Hanafiyyah menggunakan maslaliah mursalah dengan jalan istihsan, karena
istihsan tersebut berpijak kepada pemeliharaan terhadap maslahab. Lihat dalam Wahbah Zuhaili,
Usul hlm.760. Adapun alasannya adalah fugaha'Irak tidak berhujjah dengan istislah. Mereka
menggunakan ra’yu dalam memahami nas dan mendalami semangatnya. Mereka tidak
menggunakan istis/ah karena hukum bersumber pada maslahak; dan mereka tidak berargumentasi
kecuali mengandung maslahali. Lihat dalam Wahbah Zuhaili, Usal, hlm.760. Salah satu contoh
istislah dalam figh ‘ulama‘ Hanafiyyah adalah pengasingan bagi gadis yang berzina. Sebagaimana
diketahui, dalam al-qur’an bahwa sanksi bagi yang berzina adalah didera sebanyak seratus kali
(QS.an-Nur (24) :2). Menurut ‘ulama‘ Hanafiyyah, gadis yang berzina tidak perlu diasingkan
karena pengasingan terhadapnya membuka peluang baginya untuk mengulang perbuatan zina
yang pernah ia lakukan Lihat dalam Mustafa Daib al-Bw’a, Asar al-'Adillat al-Mukhtalaf fiha (
masadir at-tasyri’ al-islami) fi al-figh al-Islami (Damaskus: Dar al-qalam,1993), him. 122.

2 Namun golongan ini tidak mendahulukan maslahal atas hadis walaupun hadis
tersebut afad. Bahkan mereka tidak mendahulukannya atas fatwa sahabat dan tidak atas hadis
mursal.



35

yang merupakan nama sebuah desa di daerah Sarsar Irak, karena di sanalah ia
dilahirkan. ™

Terjadi perbedan pendapat mengenai kepastian tahun lahirnya, Ibnu Hajar
al-Asqalani menycbutkan a(-Tfi lahir pada tahun 657 HY. Ibnu Rajab seorang
‘ulama“ Hanbaliah dan Ibnu 'Imad menyatakan bahwa at-Tufi dilahirkan pada
pertengahan tahun 670 H.** Setelah melakukan penclitian dari berbagai sumber,
Mustafa Zaid seorang Guru Besar di Universitas Darul al-'Uliim berkesimpulan
bahwa Najmuddin at-Tufi lahir pada tahun 657 H.% diperkuat oleh Yusdani
sebagaimana ditulis dalam bukunya menyatakan bahwa at-Tufi lahir diperkirakan
pada tahun 657 H (1259 M).®

Sebagaimana perbedaan pendapat mengenai tahun kclahiran at-Tufl,
begitu juga mengenai tahun wafatnya. Imam Ibnu Rajab, Ibnu Hajar, dan Ibnu al-
'Imad menyebutkan bahwa at-Tufi wafat pada tahun 716 H. Sedangkan Imam as-
Suyuti merujuk dalam Bugyah al-Wu'sh berpendapat bahwa at-Tufi wafat pada

tahun 711 H. Dan as-Sadafi berpendapat bahwa at-Tafi wafat pada tahun 710

= Mustala Zaid, Maslafah.blm. 67. Selain dijuluki dengan at-Tufi dan al-Bagdadi, Ibnu
Hajar al-Asqalani menambahi bahwa Najmuddin at-Tufi populer juga dengan nama Ibnu 'Abbas.
Lihat dalam Ibnu Hajar al-Asqalani, ad-Durar al-Kaminah (Kairo: Dar al-Kutub al-Hadisah,
1996), hlm. 249.

*7 Ibid,, hlm.249.

= Al-'Imad, Syazarat az-Zahab (i ahbari man Zabab (Beirut : Al-Maktabah al-tijari, tt),
V:39.

% Mustala Zaid, al-Maslahah., hlm.68.

60 Yusdani, Peran kepentingsn Umnum. him.14.
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H.%' Namun pendapat yang lebih kuat adalah pendapat dari Ibnu Rajab, Ibnu
Hajar, dan Ibnu al-Tmad. Hal ini dikuatkan 'Abdul Wahhab Khallaf yang
menyebutkan at-Tufi wafat 716 H (1318M).62 Karena setelah tahun 710 H.
ternyata at-Tufi masih aktif dalam kegiatan tulis menulis.® Dan pada akhir
penulisan Syarah al-'ArbaTn an-Nawawiyyah at-Tufi menuliskan bahwa
penulisan dimulai pada hari senin 13 Rabi'ul akhir dan selesai pada hari selasa 28
pada bulan yang sama tahun 713 H.%

Abu Bakar menyatakan bahwa at-Tufi termasuk dalam aliran Rafidah
yang merupakan cabang dari aliran Syi'ah. Dia menolak pendapat yang
menyatakan bahwa at-Tufi adalah penganut Hanbaliyyah, Menurutya at-Tufi
telah memproklamirkan dirinya sendiri scbagai bagian dari Rafidi dengan

pernyataanya "Hanbali, Rafidi, Asy ari hazihi ahad al-'abr". R

! Mustafa Zaid, a/-Maslahah.hlm.68.
62 < Abdul Wahhab Khallaf, Masadjr.,hlm.105.

> Nazly Hanum Lubis, AL-Tuff’s Concept of Maslahah & Study in Istsmic Legal Theory
(Canada: Institut of Islamic Stdies Mc Gill University, 1995), hlm.03. Thesis tidak diterbitkan.

* Mugtafa Zaid, al-Maslahsh.,hlm.69. Walaupun banyak perbedaan pendapat dalam hal
kelahiran dan wafatnya at-Tufi namum ada keseragaman mengenai tempat di mana at-Tufi wafat
raitu di desa Khalil Palestina. Likat dalam Nazly Hanum Lubis, AL-Thufi's Concept. ,hlm.69.

N Nazly Hanum lubis, A/-Tufi’s Concept. ,hlm.12. Namun Mustafa Zaid menyangkal segala
tuduhan yang memposisikan at-Tufi sebagai seorang syi'ah. Hal ini diruvjukkan pada statemen-
statcmen at-Tufi dalam karya-karyanya.

5‘,LL::w&;aﬁbﬂﬂ@\wu‘aﬁ)ﬁJ;\aLﬂuw‘m‘)ﬂ)ﬁé‘:)\,@aﬁ.“&@ﬂ;ﬁ
(S ged pguaid (pad, IS 54

Lihat Mustafa Zaid, al-Maslahah ..,hlm.81.
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1. Latar belakang pendidikan

At-Tufi adalah orang yang cinta terhadap ilmu pengetahuan.’® Hal ini
dapat dipahami dari petualangannya belajar berbagai disiplin ilmu di berbagai
tempat pada para alim ‘ulama® yang masyhur di zamannya. Berbagai disiplin
ilmu yang dipelajari at-Tufi, seperti ilmu tafsir, hadis, figh, mantiq, sastra,
teologi, dan sebagainya. Adapun tempat-tempat yang pernah dikunjunginya
untuk menuntut ilmu seperti Sarsari, Baghdad, Damaskus, Kairo, dan tempat-
tempat lainnya, yang pada masa itu bermukim pada (sic: para) alim ‘ulama‘ yang
masyhur.%’

Najmuddin at-Tufi memulai belajarnya dari desa kelahirannya, dengan
mempelajari dan menghafal kitab figh Mukhtasar al-Khiragi karya 'Umar Ibnu al-
Husain bin 'Abdullah bin Ahmad al-Khiraqi. Serta mempelajari ilmu nahwu dari
kitab a/-Luma'karangan Abu al-Fathi 'Usman bin Jari. Kemudian ia belajar figh
kepada syeikh Zainuddin 'Ali bin Muhammad as-Sarsari, salah satu ahli figh
mazhab Hanbali yang terkenal dengan sebutan al-Baugi.®®

Pada tahun 691H. at-Tufi pergi ke Baghdad dan belajar kitab figh al-
Mubharrir karya Muhiddudin Ibnu 'Abd. as-Salam bin Taimiyyah pada syeikh

Tajuddin az-Zarairati salah seorang ahli figh Irak. Di samping itu, at-Tufi juga

% Hal ini terindikasikan karena at-Tufi hidup dalam kondisi integritas dunia politik
Islam yang tercabik-cabik, juga hidup dalam masa kemunduran Islam, terutama kemunduran
Islam. Karena kota Bagdad jatuh di tangan Khulago Khan pada tahun 1258 M. dan jatuhnya kota
bagdad dilukisan sebagai dunia Islam gelap tak berdaya. Lihat dalam Yusdani, Peran Kepentingan
Umum. hlm. 14,

7 Ibid,, hlm.17.

% Mustafa Zaid, al-Maslahah.,him.70.



belajar bahasa arab dan ilmu saraf pada 'Abdullah Muhammad Ibn. al-Husein al-
Muwassili. Kemudian ia belajar usu/ figh pada an-Nasr al-Farugi dan ‘ulama“
lainnya. Sesudah itu ia mempelajari ilmu fara'id dan logika dan pada saat yang
sama, ia juga belajar hadis pada ar-Rasyid bin al-Qasimi, Isma'il bin at-Tabbal,
Hafiz Abd. Rahman Sulaiman al-Hirani dan ahli hadis Abu bakar al-Qulanisi dan
lain-lain®.

Pada tahun 764 H. at-Tufi mengunjungi kota Damaskus untuk belajar
hadis pada Ibn Hamzah, Tagiuddin Ibn Taimiyyah, al-Mazi dan al-Barzali.
Kemudian pada tahun berikutnya 705 H. at-Tufi bertolak ke kota Kairo dan
belajar kepada al-Hafiz Abd. Al-Mukmin bin Khallaf, Qadi Sa'aduddin al-Harisi
dan Abu Hayyan penulis mukhtagar kitab sibawaihi”.

At-Tufi adalah sosok yang cerdas dan kuat ingatannya. Karena
kecerdasannya itu menggiring paradigmanya pada perspektif yang lebih liberal”"
berbeda dengan ‘ulama‘—’ulama‘ semasanya’’. Hal ini terindikasikan dalam
muqaddimah karyanya "al-Iksir fi al-gawa'id at-Tafsir" yang dikarangnya di kota

Baghdad. Di dalamnya ia menyatakan :

% Ibid., him.70-71.

7 Ibid, hlm. 73.

™ At-Tufi disejajarkan dengan Ibnu Taimiyyah dan Ibnu al-Qayyim, sehingga ketiga
‘ulama‘’ besar ini terkenal dengan julvkan trio penganut mazahb Hanbali. Dan hal ini wajar

karena kedua tokoh tersebut adalah guru at-Tufi sehingga corak pemikirannya ada kesamaan.

2 Mustafa Zaid, al-Maslahab., Him.73
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Dari petualangan at-Tufi menuntut berbagai disiplin ilmu di atas,

menunjukkan bahwa at-Tufi adalah sosok ‘ulama‘ yang menguasai berbagai ilmu
atau dengan kata lain seorang yang alim yang luas ilmunya. b

Pada tahun 714 H. at-Tufi menunaikan ibadah Haji dan pada tahun yang

berikutnya 715H. ia pun berangkat haji lagi. Kemudian kembali ke Syam dan

bertempat tinggal di palestina sampai ia meninggal pada tahun 716 H.”

8. Karya- karya Najmuddin at-Tufi.

Sebagai orang yang produktif selain giat mempelajari berbagai ilmu, at-
Tufi juga aktif menulis dalam berbagai disiplin ilmu. Abd. Al-Muhsin at-Turki
yang merupakan editor dari syarakh Mukhtasar ar-Raudah karya at-Tufi
menyebutkan bahwa karya-karya at-Tufi berjumlah 53 karya.”® Di mana Mustafa
zaid hanya berhasil mengumpulkan sejumlah 42 karya at-Tufi. Mustafa Zaid
mengklasifikasikan semua karya at-Tufi dalam tiga kategori : Perfama, karya
yang_berkualifikasi pada”ulum al-quran dan hadis yang berjumah 10 buah.

Kedua, karya yang berkualifikasi pada usul ad-Din, figh dan usul figh yang

7 bid, blm. 72.
™ Yusdani, Peran Kepentingan.,hlm.19.
™ Mustafa Zaid, al-Mas/ahah, hlm. 68.

"® Nazly Hanum Lubis, A/-Tufi’s Concept.,hlm. 04.



berjumlah 22 karya. Ketiga, karya yang berkualifikasi pada bahasa, literatur dan

pembahasan lainnya yang berjumlah 10 buah.”’

1. Karya at-Tufi dalam bidang Ilmu al-qur'an dan Hadis, yaitu:

a.

b

Al-Iksir ff Qawa'id at-TafSir

Al-Isyarat al-llahiyat ila al-Mabahis al-Usuliyyah
Idah al-Bayan 'an Ma'na Umm al-Qur'an
Mukhtagar al-Ma'alin

Tafsir surat Qaf dan an-Naba’

Jadl al-Qur'an

Bagiat al-Wasil ila Ma'rifat al-Fawasil

h. Dafu at-Ta'arud 'amma Yuhan at-Tanaqud fi al-Kitab wa as-Sunnah

if

Syarh al-'Arba'in an-Nawawiyah

Mukhtasar at-Turm wz’”

2. Karya at-Tufi dalam bidang Teologi adalah :

a.

b.

Bagiat al-'Asli fi Ummahat al-Masa'il

Qudwah al-Muhtadin ila Maqasid ad-Din

Halal al-'Adi fi Ahkam al-Mu'tagid

Al-Intisyarat al-Islamiyat fi Daf’i Syubhat an-Nasraniyah
Dar'u al-Qaul al-Qabih 11 at-Tahsin wa at-Taqbin
Al-Babir fi al-Ahkam al-Batin wa az-Zahir

Raad 'ala Ittihadiyah

" Mustafa Zaid, a/-Maslahab.,hlm.91-93.

8 Ibid, him. 91-92.
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Ta'aliq ‘ala al-Anajil wa Tanaquddin
Qasidat 1 al-Aqidah wa Syarhula

Al-Azab al-Wasib 'ala Arwah an-Nawasib.”

3. Karya at-Tufi dalam bidang [lmu Usul figh, yaitu :

a.

b.

e.

A

Moukhtasar ar-Raudah al-Qudamiyah

Syarh Mukhtasar ar-Raudal al-Qudamiyah
Mukhtasar al-Hasil

Mukhtasar al-Mahsul

Mi'raj al-Wusul ila Tlm al-Usul

Az-Zari'ah ila Ma'rifat Asrar asy-Syari‘at.”’

4. Karya at-Tufi dalam bidang Ilmu Figh, yaitu :

a.

b.

c.

!

Ar-Riyad an-Nawazir i al-Asybah wa an-Naza'ir
Al-Qawa'd al-Kubra

Al-Qawa’id as-Sugra

Syarh Nisf Mukhtasar al-Khiraqi

Mugqaddimah fi 'llm al-Faraid

Syarh Mukhtasar at-Tibrizi (dalam figh asy-Syafi7).”!

5. Karya at-Tufi dalam bidang Bahasa, Sastra dan lain-lain, yaitu :

a.

b.

As-Sa'qat al-Gadabiyat f ar-Rudd 'ala Munkar al-'Arabiyah

Ar-Risalat al-Uluwiyyat fi al-Qawaid al-'Arabiyah

" Ibid, hlm.92.
8 bid.

81 1bid,, hlm. 92-93.



Gaflat al-Mujtaz i 'llm al-Hagigat wa al-Majaz

ke

d. Tubfat Ahlal al-Adab T Ma'rifat Lisan al-'Arab
e. Ar-Rahiq as-Saisal i al-Adab al-Musalsal

£ Mawaid al-Haisi 1 Syi'ri Imri’ al-Qais

& Asy-Syi‘ar al-Mukhtar ‘ala Mukhtar al-'Asy ‘ar
h.  Syarh Magamat al-Hariri

i Izalat al-Ankad fi Masalat kad

J. Daf'v al-Mulam an-Nahl al-Mantig wa al-Kalam. .

C. Pemikiran Maglahah Najmuddin at-Tufi
1. Pengertian Maslahah

Secara etimologi kata 4alas mengikuti wazan 4lsi. dengan asal kata
laa, yang oleh at-Tufi didefinisikan dengan :
% 40 a2 Al 3l ey ALIS T e i) 8

Dan ia memberikan contoh laksana pena yang dalam kondisi baik untuk
digunakan menulis.
Dan ai-Tufi juga membatasi pengertian masiahah dengan 'urf, yaitu:

84&3‘3 zhal B a5ed Cald

8 Ibid, him. 93.

¥ rAbdul Wahhab Khallaf, “Risalah at-1uff ff Ri'ayah al-Maslahah dalam Masadir st-
Tasyri’ al-Islamiyyi 1 ma Ia nasa fihi ( Kuwait : Dar al- Qalam, 1972), him. 1§1.

¥ jbid,



Dalam hal ini, at-Tufi lebih mengarahkan maslahah scbagai kausalitas
yang lebih mengarah pada nilai-nilai positif scbagaimana contoh perniagaan
sebagai sarana untuk mencapai hasil keuntungan.

Kemudian secara terminologi at-Tufi memberikan definisi mas/ahah
dengan :

P sl g sabie a2 gaie I sa5a) ol

Kemudian maslahah ini dibagi menjadi dua bagian, (1). Perbuatan yang
memang merupakan kehendak syari', yakni ibadat dan (2). Apa yang
dimaksudkan untuk kemanfaatan semua umat manusia dan tatanan kehidupan,

seperti adat istiadat,

2. Landasan Maglahah at-Tufi

Pandangan at-Tufi tentang kepentingan umum (mas/ahah) sebagaimana
dikemukakan pada bagian pendahuluan "Risalah at-Tufi f Ri'ayah al-Masiahah"
adalah berasal dari pembahasan (syarah) hadis nomor 32 hadis Arba'in Nawawi,

yaitu 86

. Ny iyt plugddle & Lo b Sy J8

% Ibid. hlm.112
¥ Yusdani, Peran kepentingan wmnum. him. 25.

%7 Al-Imam Yahya bin Syarafuddin an-Nawawi, S varah Matn al-Arba'in an-Nawawiyah (
Beirut : Darul al-Fikri, 1417 H/ 1997 M), him. 214. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Sa’id bin
Malik bin Sinan al-Khudri, dan kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Majah ad-Daruqutni dan
diriwayatkan pula oleh Tmam Malik dalm kitab Muwata' secara mursal dari * Amru bin Yahya dari
ayahnya.



Kata = berasal dari kata ) _jias— | i —s_juiay — s i dan ) _na berasal
darikata\)\).z.—o_)bz.,y—whb,

Sedangkan batasan pengertiannya adalah :

88.%:)@Jﬂ“;ﬂ\é&\@b@)}bﬂ
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Membatasi pengertian bahaya dengan pengertian menurut syari'at,
kecuali bahaya yang ditimbulkan akibat qodrat ilahi. Hal seperti ini tidak
termasuk di dalam kaidah ini. Kemudian, pengecualian menyebabkan bahaya
karena adanya alasan khusus sebab hukuman hadd dan hukum lain juga
dikategorikan menyebabkan bahaya kepada orang lain. Namun Karena masalah
tersebut terdapat dalil secara khusus, masalah tersebut tidak termasuk dalam
pembahasan ini.”®

At-Tufi mengemukakan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang berstatus
hadis hasan. Namun hadis ini mempunyai jalan (tariq) yang satu dengan yang
lain saling menguatkan, schingga sanad yang lemah, jika dikumpulkan menjadi
satu akan menghasilkan sanad yang kuat. Dan ringkasnya hadis tersebut menjadi

kuat dan hukumnya wajib untuk diamalkan.*

8 Mustafa Zaid, a/-Maslahah.hlm.117.
% « Abdul Wahab Khallaf, "Risalah at-Tuti,him. 108.
* Ibid,

°! Mustafa Zaid, #/-Maslshah.,hlm. 116,



3. Asas-asas Maglahah at-Tufi
At-Tufi dalam membangun pemikiran mas/ahalmya sebagai landasan

hukum Islam sebagaimana hasil analisa Husein Hamid Hasan didasarkan kepada

92
empat asas.

Pertama: i  pllasd & by Jsiall Pl

Yaitu independensi rasio dalam upaya menemukan dan menentukan
masiahah maupun mafsadah. Menurut at-Tufi akal sehat manusia dipandang
cukup memilki kapabilitas dalam menentukan mas/ahah atau mafsadah.
Meskipun demikian ia tetap membatasi independensi akal tersebut dalam bidang
mu'amalah dan adat istiadat mengecualikan bidang ubudiyah. Pandangan
mengenai independensi akal inilah yang menghantarkan sosok at-Tufi pada sisi
kontradiktif. Karena jika diperbandingkan dengan pandangan publik wsulf saat
itu sangat bertentangan. Di mana secara umum bahwa eksistensi mas/ahah harus
terlebih dahulu dijustifikasi oleh nas dan ijma' baik bentuk, sifat, maupun
jenisnya.

Kedua: japal (o Jfua o8 Jdy daladl

Dalam hal ini at-Tufi berargumen bahwa mas/ahah itu merupakan dalil
syari yang independent. Independensi ini dalam batas pengertian bahwa validitas
dan kehujjahan maslahah tidak memiliki ketergantungan pada konfirmasi nas,

tetapi cukup pada perspektif akal semata.

"Husein Hamid Hasan, Nazaryat al-Maslahah fi al-Figh al-Islami (Beirut : Dar an-
Nahdah al-'Arabiyah, 1971), hlm. 530-535.



Terhadap hal ini, Husein Hamid Hasan mengemukakan pandangannya
bahwa at-Tufi memandang tidak adanya signifikansi terhadap klasifikasi-
klasifikasi mas/ahah yang diformulasikan oleh para Usuli baik dari segi penilaian
syari', cksistensi, maupun ditilik dari muatan substansinya. Bagi at-Tufi
maslahah cukup dilihat dengan apakah sesuatu itu termasuk mas/ahah ataukan
mafsadah. Hal ini menunjukkan bahwa at-Tufi memandang mas/ahah mempunyai

posisi independensi yang kuat tanpa harus ada konfirmasi dari nas sebagai dalil

syar1.”
Ketiga: 3,080 5 csball 050 clalall g cDlaleall 8 daliadly Jaad Jlas

Bahwa objek maslahah sebagai dalil syari hanya terbatas dalam bidang
mu'amalah dan adat istiadat. Sebaliknya aplikasi mas/ahah, menurut asas ini
tidak berhak menjamah kesakralan ritus keagamaan (ibadah) dan dalam hal
mugaddarat (hal-hal yang telah ditetapkan syar'i seperti hadd dan qisas).”*
Karena menurutnya ibadah merupakan hak prerogative bagi Allah di mana tidak
ada peluang bagi akal manusia untuk mencampuri segala kemaslahatan yang
telah ditentukan Allah di dalamnya.

Pendapat at-Tufi dipertegas dengan pernyataannya, yaitu :

4 pald g L2 Ga sl (Y Legalis Calied (15 U sad g cDlaleal (o dadiadl b yieilal g
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% Ibid, him. 532.

% Ibid. hlm. 116. Senada dengan ‘Abd. Al-Aziz Ibn. ‘Abd. Ar-Rahman, Addilat at-
Tasyri’ al-Mukhtalal fi al- Thtijaj biha ( Beitut : Mu'assasah ar-Risalah, 1978),cet. I: 197.

% « Abdul Wahhab Khallaf, "Risalah at-Tufi, hlm. 143.
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Menurut at-Tufi ada sembilan belas dalil syar yang dapat dijadikan dasar
pijakan istimbat al-hukm yaitu, (1) al-Qur'an, (2) as-Sunnah, (3). Ijma' al-
Ummabh, (4) Ijma' ahl Madinah, (5) al-Qiyas, (6) Qaul as-Sahabi, (7) al-Maslahah
al-Mursalah, (8) al-Istishab, (9) al-Bara'ah al-asliyyah, (10) al-'Awaid, (11) al-
Istigra', (12) Sad az-Zari'ah, (13) al-Istidlal, (14) al-Istihsan, (15) al-akhzu bi al-
khaffi, (16) al-'Ismah, (17) Ijma' ahl al-kuffah, (18) Ijma' ahl al-'Itrah (keluarga
nabi), (19) Ijma' al-Khullafa' ar-Rasyidin. Sebagian dari dalil-dalil tersebut
penggunaanya ada yang disepakati dan ada yang masih diperdebatkan.

Dari kesembilan belas dalil di atas, pada dasarnya—menurut at-Tufi —
bahwa nas dan ijma’ menempati posisi terkuat, Akan tetapi jika keduannya (nag
dan {jma‘) itu (sccara aplikatif) bertentangan dengan mas/ahah yang merupakan
manifestasi dati maqashid asy-Syari'ah, maka tidak ada pilihan lain kecuali
mendahulukan mas/ahah atas nas dan ijma'.”®

Dengan demikian wilayah opcrasional maslahah tidak saja terhenti
sebagai hujjah ketika tidak ada nas dan ijma', melainkan juga mas/ahah harus
didahulukan atas nas dan ijma‘ jika terjadi pertentangan.”” Namun perlu dicatat
bahwa nas tersebut berpredikat zanni dalalahnya. Hal ini yang secara implisit

tertuang dalam pemikiran at-Tufi namun seringkali disalah tafsirkan kebanyakan

oi'ang yang melakukan penelitian terhadap pemikiran at-Tufi.

% Ibid. hlm. 110.

?" Husein Hamid Hasan, Nazariyat.,.hlm. 535.
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4. Paradigma mags/ahah at-Tufi.

Dalam karyanya, baik Syarah Mukhtasar ar-Raudah maupun Syarah
Arbain an-Nawawi, at-Tufi tidak menyebutkan secara jelas pijakan paradigma
yang ia gunakan dalam membangun pemikiran mas/ahaimya. Akan tetapi jika
ditelaah lebih dalam akan ditemukan paradigma at-Tufi sebagai pijakan
maslahamya. Pada dasarnya antara at-Tufi dan al-Gazali tidak jauh berbeda
mengenai paradigma mas/ahalmya. Y aitu adanya keharusan mas/ahah yang selalu
dependen pada nas. Hal ini terindikasikan dari hal-hal berikut :

Pertama : Indikasi Nas

Dalam membangun pemikiran mas/ahafmya, at-Tufi tidak hanya merujuk
kepada nas tertentu sebagai pijakan, akan tetapi ia juga merujuk kepada sejumlah
nas yang bersubstansikan perhatian syara' terhadap mas/ahah. Dalam hal ini ada
dua dalil, yakni dalil jimaliyyah (global) dan tafsiliyyah.

Dalil jjmaliyyah (global) adalah firman Allah :

B Juady B . opiatall das g9 g3 g omall B Ll clidiy oS he Uic e oSiela 3 Ll Ll
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Ayat ini mengandung pengertian bahwa apa yang dikumpulkan umat
manusia sebagai mags/ahah itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan al-Qur'an.
Hal ini seckaligus merupakan ketetapan bahwa al-qur'an mengandung

kemaslahatan yang agung. Oleh karena itu, at-Tufi menyatakan :

% Yunus (10) : 57-59.
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"sengaja kami mengadakan farjih (menguatkan) maslahah di dalam
masalah adat sebab, menurut pendapat kami, dengan menjaga mas/ahah
itulah inti tujuan Syari' yang sebenarnya. Berbeda halnya dengan masalah
ibadah, karena hal tersebut hak Syari' sepenuhnya. Tak seorang pun yang
mengetahui maslahah di dalamnya melainkan Syari' baik secara nas

maupun ijma’.

Ditinjau dari segi tafsiliyyahnya (dalil perincian), hal tersebut terdiri dari
bahasan berikut :

Pertama, bahasan ini berkisar pada masalah apakah perbuatan Allah itu

2.” Sementara at-Tufi menyatakan mengenai diri

karena ‘illat ataukah tidak
Allah tidaklah membutuhkan hal-hal tersebut karena sifat Allah adalah Maha
Sempurna dan tidak membutuhkan bantuan siapapun.

Kedua, Maslahah bagi umat manusia adalah anugerah dari Allah swt.
Kepada umat manusia — pendapat Ahlu as-Sunnah — sedang menurut kaum
Mu'tazilah hal itu wajib bagi Allah swt.'” Menurut at-Tufi, memelihara
maslahah itu pada hakekatnya merupakan kewajiban bagi Allah, Sebab Allah

sendiri yang bersifat Maha Pemberi dan Pemurah. Jadi bukan merupakan

kewajiban atas Allah. Misalnya firman Allah :

" Dalam hal ini ada dua pendapat, argumentasi pihak yang menggunakan ‘illat bahwa
perbuatan yang tidak didasarkan pada ‘illat, perbuatan itu berarti sia-sia. Padahal Allah Maha
Suci dari perbuatan sia-sia. Sedang argumentasi yang tidak mengakui menyatakan bahwa
siapapun yang melakukan sesuatu perbuatan karena terdorong oleh sesuatu, berarti orang tersebut
masih membutuhkan sesuatu itu. Sudah barang tentu dirinya tidak sempurna kecuali adanya
faktor luar yang melingkupinya. Dan sifat kurang sempurna mustahil bagi Allah. Lihat ‘ Abdul
Wahhab Khallaf, "Risalah.,hlm.114.

190 Alasan Ahlu as-Sunnah menyatakan bahwa Allah swt. Mengatur makhluknya dengan
sistem "raja" kepada "rakyat”. Karenanya, Dia tidak dibebani sesuatu, sedang alasan Mu'tazilah
bahwa Allah telah membebani manusia agar melakukan ibadah, maka dengan sendirinya Allah
berkewajiban menjaga kemaslahatan atas dasar timbal balik atau sebagai pengganti dari beban
yang Allah berikan kepada mereka.
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Pengertian ayat tersebut adalah, bahwa Allah wajib menerima taubat,
tidak wajib dibebankan atas Allah.

Ketiga, Allah telah memelihara mas/ahah bagi mahkluknya. Yang
menjadi persoalan, apakah yang dipelihara itu keseluruhan mas/ahah secara
mutlak, atau yang sempurna? Juga ataukah yang bersifat pertengahan?, atau
sebagian yang mutlak dan pada sebagian yang sempurna ? atau memang Allah
memelihara semua mas/ahah, baik yang mutlak, sempurna atau yang sempurna
secara sebagian-sebagian dengan prinsip selama kemaslahatan tersebut
bermanfaat untuk mengatur kehidupan mercka? Kesemuanya mungkin, tetapi
yang lebih mendekati kebenaran adalah yang terakhir.

Keempat, mengenai dalil-dalil yang memelihara kemaslahatan secara
terperinci dapat diambil dari al-qur'an, sunnah, ijma' dan logika.

Contoh dalam al-Qur'an :

102, w .
sla galiatl 4 oSy
103 a1 gadudls 25, 5 (3Ll

1045115 288 Logha aal/p S 1 5alal s 2 3

%' an-Nisa' (4) : 17.
192 Al-Baqarah (2) : 179.
13 Al-Ma'idah (5) : 38

104 An-Nur (24): 2
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Pada garis besarnya semua ayat ini mengandung kemaslahatan, yaitu memelihara
jiwa, harta, dan kehormatan manusia.

Sabda Rasullullah Muhammad saw. :

alad o) o< tlela o Lgtiae o sl nS8 Y5 0l Juals jan Vs gan g o pSiany
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Dan menurut logika, setiap orang yang berakal sehal mengetahui bahwa
Allah selalu mementingkan kemaslahatan umat manusia, baik secara khusus atau
umum.
Kedua : Indikasi Pengklasifikasian Mas/ahah

Mengenai mas/ahah at-Tufi telah mengklasifikasikannya dari sisi ada atau
tidak adanya sandaran syari, menjadi tiga bagian. (1) maslahah yang diakui
syara'. Dalam hal ini a{-Tufi menycbutnya dengan qiyas. (2) mas/ahah yang
ditolak oleh syari, mengingal maslahah ini dinilai merubah syarT dengan
mendasarkan pada argumentasi akal. (3) /mas/ahah yang tidak diatur olch syara'
baik dari sisi pcncrimaannya maupun penolakannya denga jelas.'®
Ketiga : Indikasi Pandangan Teologis

Hal ini terindikasikan dari pandangan dan pensikapan at-Tufi dalam
persoalan af-Tahsin dan at-Taqbin, yang mana a{-Tufi lebih berpegang pada

pendapat Ahl as-Sunnah dan menyatakan mustahil terhadap pandangan

195 Imam Muslim, Sahihi Muslim :Kitab Buyw’, (Beirut :Dar al-Fikr, 1992), him. 6. ladis
riwayal Muslim dari Yahya Ibn Yahya al-Tamimi.

196 At-Tufi, Syarah Mukhtsar ar-Raudah, tahqiq ‘Abdullah Ibn abd. al-Mus'in at-Turki
(Beirut : Mu'assasah ar-Risalah, 1990), 11: 205-206.
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Dan Rasulullah Muhammad saw bersabda :

112€S:'JE aNS | gakaty

Ketiga, ternyata terbukti adanya kontradiksi antara nas dengan mas/alhah
dalam beberapa masalah, Di antaranya adalah kontradiksi antara perbuatan Ibnu
Mas'ud dengan nas dan ijma‘ dalam tayamum demi ikhtiyat di dalam masalah

ibadah. Di samping itu sabda sabda Rasulullah saw kepada Siti 'Aisyah :

M2 ol 5 2ol g e ey el cingd YL dge s dlo i Y )

Kesimpulannya bahwa mendahulukan mas/ahah hukumnya dibolehkan
jika tidak boleh dikatakan wajib. Juga wajib mendahulukan mas/ahah atas dalil-
dalil syar'i lainnya yang berkaitan dengan ijtihad. Karena jelas bahwa dalil
maslahah lebih kuat dibanding ijma‘ dengan cara bayan''*.

Hal ini sebagaimana pernyataan at-Tufi :

"0 Ali-Imran (3): 103.

11 Al-An'am (6): 159.

112 < Abdul Wahhab Khallaf, "Risalah. hlm. 129
'3 Ibid. him 133.

14 rpid hlm.135. Mustafa Zaid, al-Maslahah.,hlm. 136.
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Dalam "Risalah at-Tufi Ri'ayah al-Masiahah” yang dikutipkan oleh
‘Abdul Wahhab Khallaf, ditemukan beberapa argumen dan sanggahan at-Tufi

atas pandangannya yang mendahulukan mas/ahah jika ada kontradiksi antaranya

dengan nas dan ijma‘.!"®

Pertama, jika dikatakan "kesimpulan pendapat kalian", berarti hanya
membekukan hukum syari'at hanya dengan qiyas iblis yang tidak pada tempatnya
dan tak dapat dianggap benar."'” Dalam hal ini kami (at-Tufi) menjawab :

"alasan ini adalah hayalan dan pencampuradukkan dengan kenyataan yang
sewajarnya lahir dari orang-orang yang mengigau dan tidak menyadari
akan dirinya. Yang kami maksudkan adalah mendahulukan dalil syar'i
yang kuat dibandingkan dengan dalil syar lainnya. Dan kami tetap
berpegang mendahulukan amal dengan dalil rajh (kuat) sebagaimana
telah kami sebutkan terdahulu.”

Kedua, jika dikatakan, "syariat lebih mengerti mas/ahah manusia yang
benar-benar diletakkan oleh syar melalui dalil-dalil-Nya, di samping adanya
tanda-tanda yang mudah dikenal. Meninggalkan dalil syari'at sama saja dengan
menentang atau tidak mengakui keberadaannya." Dalam hal ini kami (at-Tufi)

menjawab :

"Masalah syari'at lebih mengetahui kemaslahatan umat manusia, saya
mengakui. Kemudian mengenai tuduhan tentang maslafah dengan

15 Abd. Mun'im an-Nahr, A/-Jjtihad (Tnp. : Al-Hai'ah al-Misriyyah al-'Ammah, 1987),
hlm. 110.

16 « Abdul Wahhab Khallaf, Masadir, hlm. 135-137.

17 Ini adalah sanggahan at-Tufi yang menyatakan bahwa pendapat maslahah at-Tufi
adalah qiyas iblis dan mereduksi syari'at Islam secara serta merta.
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pengertian meninggalkan syari'at, hal ini tidak saya akui karena memang
dilarang. Dalil syarl memang kami kesampingkan karcna adanya dalil
syar yang lebih raj7h dibanding ijma‘, yaitu bersandarkan pada sabda
Rasulullah SAW, " 4 darara wa la dirara” . Maka kami diwajibkan
mencari hal yang pasti (maslahah) daripada lari kepada hal yang masih
kabur dan penuh keraguan (ijma‘)".

Ketiga, jika dikatakan "{jma‘ umat adalah qatf, bagaimana mungkin
diperselisihkan ?". Kami (at-Tufi) menjawab :

"jika kalian menitik beratkan pada masalah qat'i pada akal yang mustahil
bertentangan, misalnya pendapat kita bahwa satu adalah separu dari
dua—kami tidak bisa menerima bahwa ijma‘ bisa qat'l seperti masalah
tersebut. Kemudian jika kalian bertitik tolak pada dalil yang menopang
ijma‘, masalah tersebut telah kami tolak (bantah). Dan jika kalian menitik
beratkan pada kepastian ijma‘ yang boleh ditentang, hal inilah yang
scbenarnya menjadi pangkal perselisihan antara kita. Jelasnya, mcnurut
pendapat kami boleh saja menentang ijma‘ dengan catatan didukung dalil
yang lebih kuat".

Kcempat, jika dikatakan "persclisihan antar golongan umat berkcnaan
dengan masalah-masalah hukum mcrupakan rahmat dan kemudahan bagi umat".
Kami (at-Tufi) akan menjawab :

"pernyataan ini tidak mempunyai penguat dari syara' yang berupa nas dan

harus diamalkan pengertiannya. Jika demikian halnya, mas/ahah yang

tidak diperselisihkan lebih baik diamalkan daripada mas/ahah yang
diperselisihkan.  Kemudian masalah yang kalian sebutkan bahwa
perselisihan atau perbedaan adalah rahmat dan kemudahan bagi mukallaf,
hal itu justru akan melahirkan mafsadat. Sebab, jika pendapat-pendapat
itu bersimpang siur atau bertentangan, keputusan-keputusan yang akan
diikuti oleh mazhab-mazhab adalah adalah keputusan yang paling ringan.

Sehingga dapat melahirkan kemerosotan dan kemaksiatan."”

Kelima, jika dikatakan, "cara yang kau tempuh adalah keliru." Sehingga
dengan sendirinya tidak dapat dipakai scbagai pedoman. Namun ada kalanya

benar, dan kecbenaran itu hanya dalam lingkup pendapatmu, atau masih ada

pendapat lain yang juga benar. Jika pada kenyataannya caramu yang bcnar,
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berarti sejak lahirnya Islam hingga lahir caramu itu semua keliru. Sebab tidak
pernah ada orang yang mcnempuh jalan yang seperti caramu itu. Dan menurut
kami pendapat Imam-Imam yang mendapat sambutan dari seluruh lapisan
masyarakat lebih utama dibanding dengan pendapatmu. Jawaban kami (at-Tufi) :

"cara yang kami tempuh ini bukan merupakan jalan yang salah. Kami
mempunyai argumentasi sendiri sebagaimana telah kami kemukakan.
Kebenaran tidak hanya pada cara kami ini. Akan tetapi kami hanya
berijtihad dalam menanggapi masalah zanni, karena kenyataannya
memang demikian. Kemudian, mengenai pengertian golongan mayoritas
yang wajib diikuti itu, menurut kami lebih ditafsirkan kepada hujjah atau
dalil yang jelas dan kuat. Jadi maksudnya bukan orang-orangnya. Karena
jika orang yang dimaksud maka ‘ulama‘ yang awwam akan Icbih utama
untuk diikuti karena jumlahnya banyak dibandingkan ‘ulama‘ ahli yang
berjumlah sedikit."

Dari pernyataan at-Tufi ini, ada satu kesimpulan bahwa ternyata at-Tufi
dalam mendahulukan mas/ahah dari pada nas atau ijma’ jika terdapat
pertentangan diantaranya adalah pada nas yang berpredikat zanni dalalahnya
bukan yang qat'i dalalahnya. Akan tetapi hal ini sering kali terlewatkan dari

penclitian yang telah ada. Schingga at-Tufi tetap menuai kritik kontroversial atas

pemikirannya,



BAB III

KOMPILASI HUKUM ISLAM SEBUAH FIQH INDONESIA

A. Hukum Islam di Indonesia : Sekilas sejarahnya

Merupakan fakta sejarah bahwa jauh sebelum pemerintah Hindia Belanda
menginjakkan kakinya di Indonesia telah terbentuk masyarakat Islam.'

Terdapat dua kelompok yang berbeda dalam menganalisa kapan tepatnya
Islam masuk ke indonesia. Pendapat kelompok I yang dikemukakan oleh Husin
Jayadiningrat dan didukung oleh Snouck Hurgronje, H. Kracmer dan H.J. Van
den Berg bahwa Islam datang di Indonesia pada abad XIII M. sementara itu
kelompok II yang dipelopori oleh Hamka berpendapat bahwa Islam datang di
Indonesia pada abad VII masehi dan ia datang tidak dari Persia melalui India atau
Inda saja, namun langsung dari Arab yaitu Mesir.?

Begitu besarnya pengaruh Islam di kalangan masyarakat hukum adat
yang beragama Islam, sehingga dapat dikatakan bahwa Hukum Islam tidak saja

menggeser norma-norma yang telah berlaku sebelumnya, bahkan kelihatannya

! Mohd. Idris Ramulyo, Asas-Asas Hukum Islam sejarah timbul dan berkembangnya
kedudukan Hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika, 1997),
hlm 52.

2 Warkum Sumitro dan K.N. Sofyan Hasan, Dasar-dasar memahami Hukum Islam di
Indonesia (Surabaya : Karya Anda, 1994), him. 18-20. Terlepas dari perdebatan di atas,
Mu'awiyyah (661-690) khalifah pertama Bani Umayyah telah mengadakan misi suci dengan
mengajak dan telah masuk Islam raja Sriwijaya di Jambi dan Sri Maharaja Seri Indrawarman di
Palembang dengan mazhab ahli sunnah wal jama'ah pada tahun 99 H. Demikian juga seorang
Raja Jepara (Jawa Timur) (Sic : Jawa Tengah ) Ratu Simon (Sic : Shima) sebagaimana data yang
tertulis dan tersimpan di Granada Spanyol sampai sekarang. Lihat dalam Mohd. Idris Ramulyo,
Asas-Asas Hukum Islam. hlm. 52.

57



58

cenderung menghapus norma-norma tersebut.’ Oleh karena itu, tidaklah
*perlebihan kalau dikatakan bahwa pada masa pra kolonial Belanda, Hukum
Islam merupakan satu-satunya sistem hukum yang dijalankan dan menjadi
kesadaran hukum yang berkembang dalam sebagian besar masyarakat hukum
adat Indonesia.” Menurut Daniel S. Lev, Hukum Islam bahkan telah merupakan
sebuah unsur perckat yang menyatukan Nusantara sebelum kekuasaan kolonial
menguasai Indonesia.

Dan sejak berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, tata Hukum
Islam sudah diterapkan dan dikembangkan di lingkungan masyarakat. Sultan
Malik az-Zahir yang ahli dalam figh syafi'iyyah — misalnya, sangat jelas
menunjukkan hal itu. Ia adalah Sultan dari kerajaan Samudera Pasai yang
terkenal pada pertengahan abad ke- 14 M.°

Sebagaimana dikemukakan di atas jadi sebelum Belanda mengukuhkan
kekuasaan penjajahannya di Indonesia, Hukum Islam sebagai hukum yang
berdiri sendiri telah merupakan suatu kenyataan dalam masyarakat. Kerajaan —
kerajaan Islam yang pecah berdiri di Indonesia mempraktekkan Islam sebagai
agama dan Hukum Islam sebagai hukum dalam wilayah kekuasaannya masing-

masing.” Hukum Islam yang dimaksud adalah Hukum Islam mazhab syafi'i yang

3 Warkum Sumitro dan K.N. Sofyan Hasan, Asas-Asas Hukum Islam. him. 10.

* Daniel S. Lev., Hukum [slam dan Politik di Indonesia alih bahasa Niwono dan A.E
Priyono, (Jakarta : LP3ES, 1990), I: 21-24.

3 Ibid,

¢ Rifyal Kabah, Hukum Islam di Indonesia perspektif Muhammadiyyah dan NU
(Jakarta : Universitas Yarsi Jakarta, 1999), I: 69.

7 Mohd. Idris Ramulyo, Asas-asas Hukum Islam. hlm.49.



59

pengamatan Hamka di Indonesia dikembangkan melalui Samudera Pasai
keseluruh kepulauan Nusantara.®

Membicarakan Hukum Islam di Indonesia ini terasa kurang lengkap
apabila tidak secara khusus membicarakan keadaan Islam di Jawa. Hal ini dapat
dimengerti karena pelaksanaan Hukum Islam ini terutama terletak di masyarakat
Islam di Jawa ini. Islam mulai memasuki arena kehidupan orang Jawa mulai
pada masa pertumbuhan kerajaan Majapahit, ini dapat dijelaskan atau terlihat,
dalam partisipasi orang Jawa dalam perdagangan di laut Jawa yang pada
umumnya didominir oleh pedagang Islam. Dan ketika kekuasaan Majapahit
mulai pudar Islam menjadi faktor menentukan dalam proses pertumbuhan dan
perkembangan kerajaan Islam Demak.’

Praktis sejak saat itu Islam tidak saja berfungsi sebagai keyakinan, tetapi
juga scbagai panduan amaliah praktis. Raja pada wakiu itu mempunyai tiga
fungsi utama, yaitu :

1. pemerintahan umum
2. pertahanan dan keamanan, dan
3. penata bidang agama.
Oleh karena itu, gelar-gelar raja saat itu antara lain adalah :
1. Sampeyan Dalem Hingkang Sinuhun

2. Senapati Hing Ngalogo, yakni panglima tertinggi angkatan perang

8 Warkum Sumitro dan K.N. Sofyan Hasan, Dasar-Dasar.,hlm. 55.
? Ibid. him. 51.
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3.Sayyidin Pranatangama Khalfatullah, yaitu Khalifah Allah pengatur
bidang agama."’

Proses Islamisasi di Jawa benyak dillakukan oleh Walisongo yang
paripurna pada abad XIX. Walaupun demikian ternyata ajaran Islam itu
belumlah meresap ke dalam hati sanubari orang-orang Jawa. Menurut Fungsen
pada akhir abad ke XIX itu kalau dilihat dari segi akidah Islam sebenarnya orang
Jawa itu belum dapat disebut sebagai orang Islam."

Pada pemerintahan Hindia Belanda dikenal ada tiga (3) periode : pertama,
disebut periode tahkim.'? Dalam masalah yang mengakibatkan perbenturan
antara hak-hak dan kepentingan-kepentingan dalam tindak laku mereka, mercka
bertahkim kepada seorang pemuka agama yang ada di tengah-tengah kelompok
masyarakat merecka itu. Misalnya sescorang wanita bertahkim kepada seorang
penghulu sebagai wali yang berhak menikahkannya dengan pria idamannya."?

Periode kedua, disebut dengan istilah periode ahfu halli wal aqdi, di mana
mereka telah membai'at mengankat seorang ‘ulama‘ Islam di mana mercka yang
dapat bertindak sebagai gadf untuk menyelesaikan setiap perkara yang terjadi di

antara mereka. Jadi gadfbertindak sebagai hakim."*

19 Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta : Gama Media,
2001), hlm. 55-56.

! Warkum Sumitro dan K.N. Sofyan Hasan, Dasar-Dasar.,hlm. 52.

12Tahkim adalah berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka
sepakati (sebagai penengah) untuk memutuskan/ menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara
mereka, ketika tidak ada hakim. Lihat dalam Ensiklopedi Hukum Islam ( Jakarta : PT. Ichtiar Baru
Van Hoeve, 1996), VI:171.

13 Mohd. Idris Ramulyo, Asas-Asas.,hlm. 55.
4 R. Tresna, Peradilan Agama dari Abad ke Abad (t.t.p : t.p, t.t ), him.78.
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3.Sayyidin Pranatangama Khalfatullah, yaitu Khalifah Allah pengatur
bidang agama.'’

Proses Islamisasi di Jawa benyak dillakukan oleh Walisongo yang
paripurna pada abad XIX. Walaupun demikian ternyata ajaran Islam itu
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antara hak-hak dan kepentingan-kepentingan dalam tindak laku mercka, mercka
bertahkim kepada seorang pemuka agama yang ada di tengah-tengah kelompok
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10 Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta : Gama Media,
2001), hlm. 55-56.

" Warkum Sumitro dan K.N. Sofyan Hasan, Dasar-Dasar.,hlm. 52.

12Tahkim adalah berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka
sepakati (sebagai penengah) untuk memutuskan/ menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara
mereka, ketika tidak ada hakim. Lihat dalam Ensiklopedi Hukum Islam ( Jakarta : PT. Ichtiar Baru
Van Hoeve, 1996), VI:171.

13 Mohd. 1dris Ramulyo, Asas-Asas.,hlm. 55.
Y R. Tresna, Peradilan Agama dari Abad ke Abad (t.t.p : t.p, t.t ), him.78.



Pada periode ketiga dikenal sebagai periode Tauliyyah. Secara filosofis
dilihat bahwa periode ketiga ini telah mulai tampak pengaruh ajaran frias politica
dari Montesquieu Prancis dan teori-teori sebelumnya seperti J.J Rousean,
Thomas Hobbes, Jhon lock dan lain-lain. Periode ini dapat di identifikasikan
sebagai delegation of authority yaitu penyerahan kekuasaan (wewenang)
mengadili, kepada suatu badan Judicative, tetapi tidak mutlak, seperti di
Minangkabau ada pucuk nagari yang menyelesaikan sengketa dan gadf dalam

masalah keagamaan."’

B. Teori-teori berlakunya Hukum Islam
Ichtijanto merumuskan enam teori berlakunya Hukum  Islam di
Indonesia, yaitu feori gjaran Islam tentang penataan kepada hukum, teori
penerimaan authoritas hukum, teori receptie in complexu, teori receptie, teori
recptie exit dan teori receptie in contratio. e
1. Teori penataan kepada hukum bagi orang Islam terkandung dalam sumber
ajaran dan sumber hukum, yaitu al-Qur'an dan Sunnah,
2. Teori penerimaan authoritas hukum adalah teori yang telah dianut oleh semua
Imam mazhab Hukum Islam yang mcnyatakan bahwa siapapun yang tclah

menyatakan dirinya sebagai seorang muslim dengan mengucapkan dua

15 Mohd Idris Ramulyo, Asas-Asas.,.him. 5-6.

'8 Lihat dalam Edi Rudiana dkk, Hukum Islam di Indonesia pemikiran dan prakick
(Bandung : Rosda Karya, 1999), him. XIII.



62

kalimat syahadah, ia terikat untuk patuh dan taat kepada hukum dan ajaran

Islam.!”

3. Teori receptio in contrario

Sesuai dengan pendapat Corel Frederik Winter, seorang ahli tertua
mengenai soal-soal Jawa (Javanichi) yang lahir dan meninggal di yogyakarta
(1799-1859), Solomom Keuzer (1823-1868) maha guru ilmu bahasa dan ilmu
kebudayaan Hindia Belanda. Terakhir Prof. Mr. Lodewijke Willem Christian Van
den Berg (1845-1927) yang dalam tahun 1984 menulis buku Muhamadansch
recht (Asas-asas Hukum Islam) menyatakan bahwa, "Hukum Islam di perlukan
bagi orang-orang Islam Bumi putera walaupun dengan sedikit penyimpangan-
penyimpangan, .

Pada zaman kesultanan Islam, Hukum Islam sudah diberlakukan secara
resmi sebagai hukum Negara. Di Aceh atau pada masa pemerintahan Suitan
Agung, Hukum Islam telah diberlakukan walaupun masih tampak sederhana.
Meskipun seperti dinyatakan Daniel S. Lev bahwa corak keberagamaan mereka
bersifat sinkretis.'® Hukum adat setempat dalam kenyataannya sering
menyesuaikan diri dengan Hukum Islam.?

Oleh karena itu, Van den Berg menyatakan bahwa Hukum Islam
mengikuti agama seseorang, kalau dia orang Islam , maka Islamlah yang berlaku

baginya. Dan orang Islam Indonesia telah menerima (merespon) Hukum Islam

17 Ibid.

'8 Mohd. Idris Ramulyo, Asas-Asas., him. 54.
% Ahmad Rofiq, Pembaharuan. hlm. 57-58.
% Ibid. him. 58.



63

itu sebagai satu kesatuan yang dalam bahasa latin disebut "Receptie in
Complexu"”. Oleh karena itu pendapat Van den Berg ini disebut dengan Theor/
Receptic ini Complexu™

Semua kesimpulam ini dikuatkan dengan keluarnya Statuta Batavia 1642

M yang menyebutkan bahwa :

"sengketa warisan antara orang pribumi yang beragama Islam harus

diselesaikan dengan mempergunakan Hukum Islam, yakni hukum yang

dipakai oleh rakyat sehari-hari."”

Sebenarnya L. W. C. Van den Berg termasuk ahli Belanda golongan akhir
yang mengakui kenyataan bahwa Hukum Islam berlaku di Indonesia. Tetapi
pemikirannya lebih terlihat dalam praktek. Dia juga mengusahakan sehingga
hukum kewarisan dan perkawinan Islam dijalankan oleh hakim-hakim Belanda
dengan bantuan penghulw/ gadi Islam. Dia juga menterjemahkan buku Fathu al-
Qarib dan Minhaj at-Télibin ke dalam bahasa perancis.”

4. Teori Receptie

Masuknya pemerintahan Kolonial Belanda ke Indonesia, membawa
perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Hukum Islam, meskipun secara formal
Hukum Islam tetap diberlakukan . Hal ini disadari oleh adanya kecurigaan dari

scbagian pejabat Belanda pada awal adad ke -14, meskipun mercka relatif

berhati-hati membuat pernyataan.™

2! Warkum Sumitro dan K.N. Sofyan Hasan, Dasar-Dasar.,him. 61.
2 Ahmad Rofiq, Pembaharuan. hlm. 60.

» Sajuti Thalib, Pembahasan Hukum Islam di Indonesia in Memoriam Prof. Mr. Dr.
Hazairin (Jakarta : UI Press, 1977), him. 45.

2% Ahmad Rofiq, Pembaharuan.,him. 62.



Kemudian ada peralihan pikiran pada pembuat dan penentu politik hukum
dan penjajahan di negeri Belanda terhadap jajahannya Hindia Belanda dalam hal
ini mengenai hukum perdata / hukum keluarga.”’

Perubahan ini antara lain dianjurkan oleh Cornelis Van Vollenhoven
(1874-1933) yang mulai mengkritik dan menyerang pasal 75 dan 109 R.R . Stbl.
1855: 2 . Cornelis Van Volenhoven itu sebenarnya adalah ahli hukum adat,
disebut sebagai orang yang memperkenalkan Het Indisch Adatrecht, Hukum
Adat Indonesia,”®

Dan yang lebih terkenal lagi dari golongan ini adalah Christian Snouck
Hurgronje (1857-1936). Dia adalah penasechat Pemerintah Hindia Belanda
tentang soa-soal Islam dan anak Negeri.”” Sebelum menjadi Penasehat Belanda
ia mengadakan penelitian tentang antropologi di Aceh dan Gayo. Dalam bukunya
De Atjehers dan Het Gjoland berdasarkan hasil penelitian ini, Snouck Hurgronje
membantah pendapat Van den Berg. Menurutnya yang berlaku bagi orang Islam
di Hindia Belanda bukanlah Hukum Islam tetapi hukum adat.”® Yang kemudian
menurut Prof. Hazairin disebut dengan feori Receptie.

Menurut feori Receptie itu Hukum Islam am sich bukanlah hukum,
Hukum Islam itu baru diakui sebagai hukum jika Hukum Islam itu telah mejadi
hukum adat. Tergantunglah kepada kesediaan masyarakat adat "penduduk"

setempat untuk menjadikan Hukum Islam yang bukan hukum itu menjadi hukum

23 Sajuti Thalib, Pembaharuan Hukum Islam.,him. 46,

% Ibid.

%7 Ibid.

28 Warkum Sumitro dan K.N. Sofyan Hasan, Dasar-Dasar.,him. 63.
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adat. Teori Receptie yang telah menjadi darah daging kaum Yurist Indonesia
yang dididik di zaman kolonial baik di Jakarta ( Batavia ) maupun di Leiden,
adalah sebagai feori Iblis, menentang qur'an dan menentang sunnah Rasul
5. Teori Receptie a Contrario

Menurut Prof, Hazairin Hukum Islam adalah berdiri sendiri di samping
hukum adat dan beliau melihat setelah Indonesia merdeka terdapat
kecenderungan yang kuat di kalangan para ahli Hukum Islam untuk melepaskan
Hukum Islam itu dari lingkungan hukum adat. >

Dengan demikian, sekarang kita melihat hal yang sebaliknya dari feors
receptie C. Snouck Hurgronje yang ada sekarang dalam hubungan hukum adat
dengan Hukum Islam ialah kebalikan dari feori receptie itu. Sekarang yang ada
ialah receptio a contrario = hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan
dengan Hukum Islam.*' hal ini juga dikenal dengan feori receptic exit >

Adalah menarik apa yang disimpulkan oleh Muhammad Daud ‘Ali, bahwa
sejak tahun 1974, (1) secara formal yuridis, Hukum Islam dapat berlaku
langsung tanpa melalui hukum adat, (2) Hukum Islam sama kedudukannya

dengan hukum adat dan hukum barat, dan (3) Republik Indonesia dapat mengatur

suatu masalah sesuai dengan Hukum Islam sepanjang pengaturan itu untuk

2 Ibid.

30 Warkum Sumitro dan K.N. Sofyan Hasan, Dasar-Dasar.,hlm.67. Sebagai kelanjutan
atas ajaran Hazairin tersebut kita coba melihat ke dalam masyarakat. Dalam masyarakat telah
hidup suatu perkembangan yang lebih jauh lagi. Beberapa daerah yang dianggap sangat kuat
adatnya di Indonesia terlihat kecenderungan agar teori receptic C. Snouck Hurgronje dibalik.
Lihat dalam Sajuti Talib, Pembaharuan Hukum., him. 52.

* Ibid, him. 53.
32 Ahmad Rofiq, Pembaharuan.,him. 73.



memenuhi kebutuhan hukum khusus umat Islam dan berlaku hanya bagi umat

Islam, seperti Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan.”

C. Sejarah Pembentukan KHI

Membicarakan eksistensi Hukum Islam dalam wacana kesejarahan tidak
bisa terlepas dari konteks UUD 1945 sebagai konstitusi dasar negara kesatuan
Republik Indonesia. Dari sinilah awal bergulirnya keinginan untuk menjalankan
syari'at Islam bagi pemeluknya. Karena berbagai pertimbangan, dan yang
terpenting demi persatuan dan kesatuan bangsa yang majmuk ini, akhirnya
disepakati tujuh kata pada sila pertama yang tercantum dalam Piagam Jakarta 22
Juni 1945, direvisi menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Selain dari itu, secara instansional, lembaga Peradilan Agama yang telah
berumur panjang, sepanjang Islam tumbuh dan berkembang di Indonesia,
menjadi bagian terpenting dalam perjalanan scjarah Hukum Islam di Indonesia.”
Sehingga terma Kompilasi Hukum Islam tidak bisa lepas dari pembicaraan
Peradilan Agama tersebut.

Upaya pembentukan kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam
bagi Peradilan Agama merupakan rangkaian pencapaian sebuah cita-cita bangsa

Indonesia yang menyatu dalam sejarah pertumbuhan Peradilan Agama itu

33 Ibid. hlm. 75. Telah terjadi pergeseran dalam kesadaran hukum masyarakat, bahwa
produk pemikiran Hukum Islam tidak saja dipahami dalam nuatisa figh oriented, tetapi lebih dari
itu comcermmya telah merambah kepada figh yang diformulasikan ke dalam bahasa perundang-
undangan. Ibid

34 Ahmad Rofiq, Pembaharuan., him. 99.
35 Ibid. him. 80.
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sendiri, Keluarnya Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama Nomor B/ 1/ 735
tanggal 18 februari 1958 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 1957 yang mengatur tentang Pembentukan Pengadilan Agama/
Mahkamah Syari'ah di luar pulau Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti
tentang hal tersebut.”®

Kompilasi secara bahasa berarti karanggan (buku) yang tersusun dari
kutipan-kutipan buku lain.’ Term kompilasi diambil dari bahasa Inggris
compilation atau dalam bahasa Belanda compilatie yang diambil dari kata
compilare yang artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan
peraturan-peraturan yang tersebar berserakan di mana-mana. Istilah ini kemudian
dipergunakan dalam bahasa Indonesia kompilasi, sebagai terjemahan langsung
dari kata tersebut.”®

Dalam usaha mencermati KHI dari sisi historisitasnya, kiranya ada juga
periode penting yang mewarnai perjalanan KHI sampai menjadi sebuah kompilasi
hukum bagi orang Islam Indonesia. Yaitu periode awal sampai tahun 1945,
periode 1945 sampai dengan tahun 1985 dan periode 1985 sampai sekarang,

Pada periode awal sampai tahun 1945, Hukum Islam mengalami
pergeseran dalam kedudukannya - dalam sistem hukum yang berlaku,

(sebagaimana pembahasan pada bab terdahulu).

% Depag Rl, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam, 2000), him. 123.

3 Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah Populer ( Surabaya :
ARKOLA, 1994 ), him. 353.

3% Abdurrahman, Kompilasi Hulum Islam di Indonesia ( Jakarta : Akademika
Pressindo, 1992 ), him. 11.
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Dalam periode 1945 — 1985 pergeseran bentuk ke hukum tertulis mulai
dialami secara nyata. Sedang pada periode 1985 menuju periode tagnin, yaitu
Kompilasi Hukum Islam scbagai cmbrionya.39 Secara khusus, pemerintah
melalui PP. No. 05/SD/1946 bahwa pembinaan Peradilan Agama diserahkan dari
Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama. Tahun 1948 melalui UU
No. 19/1948, ada usaha-usaha menarik kembali pengalihan tersebut, dengan
bentuk pengelolaan Peradilan Agama ke dalam Peradilan Umum. Namun karena
hal ini tidak sejalan dengan kesadaran hukum masyarakat, UU No. 19 ini tidak
pernah dinyatakan berlaku.*’

Dikeluarkannya UU Darurat No. 01 Tahun 1951, Peradilan Agama tetap
berjalan sebagaimana sebelumnya. Tahun 1957 melalui PP No. 45, Pemrintah
membentuk Peradilan Agama di Luar Jawa — Madura dan Kalimantan Selatan.
Kompetensi absolutnya meliputi: nikah, talak, rujuk, fasakh, nafaqah, mas kawin,
tempat kediaman, mut'ah (pemberian), hadanah, perkara waris mewaris, wakaf,
hibah, sadaqah (sedekah), baitul mal. Jadi praktis hingga tahun 1957 masih
berlaku tiga peraturan perundang-undangan yang mengatur satu lembaga, yaitu
Peradilan Agama, meskipun namanya berlainan, yaitu :

a. Staatblad 1882 No. 152 Jo. Stbl, 1937 No. 116, yang mengatur Peradilan
Agama di Jawa dan Madura.
b. Stbl. 1937 No. 638 dan 639 yang mengatur Peradilan Agama di Kalimantan

Selatan, dan

¥ Depag RI, Kompilasi.,hlm. 124.
40 Ahmad Rofiq, Pembaharuan., him. 80.
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¢. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1957 yang mengatur Peradilan Agama

di luar Jawa — Madura dan Kalimantan Selatan.

Lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan —
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. UU ini masuk dalam Lembaran Negara
No. 75 Tahun 1970 dan disahkan dan diundangkan pada tanggal 17 Desember
1970. Meskipun UU ini tidak menyebutkan kekuasaan Pengadilan Agama,
namun memberi kekuatan hukum kedudukan Pengadilan Agama dalam
Kekuasaan Kehakiman.*!

Untuk mendukung efektifitas keberadaan Peradilan Agama sebagaimana
disebutkan dalam Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B1 /1/ 735 tanggal 18
Pebruari 1958 sebagai pelaksanaan PP. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan
Peradilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura, yang pada huruf
b Surat Edaran tersebut menjelaskan :

"untuk mendapat kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutus

perkara maka para Hakim Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah
dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman kitab-kitab tersebut di

bawah :
1. al-Bajuri
2. Fathul Mu'in
3. Syarqawi 'ala Tahrir
4, "Qolyubi/ Mahalli
5. Fathul Wahhab dengan syarahnya
6. Tuhfah
7. Targibul musytaq
8. Qawanin Syari'ah lis Sayyid bin Yahya

9. Qawanin Syari'ah lis Sayyid Sadaqah Dachlan
10. Syamsuri fi al-Fara'id

11. Bughyatul Musytarsyidin

12. al-Fighu 'ala Mazahibil 'Arba'ah

' A. Qodri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional : Kompetisi Antara Hukum Islam dan
Hukum Umum ( Yogayakarta : Gama Media, 2002 ), him 144,
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13. Mugnil Muhtaj "*

Setelah lahirnya UU No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan
Peraturan Pemerintah (PP) No. 09 Tahun 1975, meskipun RUU-nya tampak
sekali jauh dari Hukum Islam, namun hasilnya dapat dikatakan berbalikan.
Yaitu, justru memperkokoh keberadaan Peradilan Agama disatu sisi dan
sekaligus menambah wewenang Pengadilan Agama.43

Dalam perkembangannya parlu dicatat adanya kerjasama antara Mahkamah
Agung dengan Departemen Agama,“untuk mengadakan Kompilasi Hukum
Islam terutama mengenai hukum perkawinan, wakaf dan sebagainya.*’

Setelah adanya kerjasama dengan Mahkamah Agung, maka kegiatan
Depertemen Agama dalam mewujudkan kesatuan hukum dan bentuk hukum
tertulis bagi Hukum Islam yang sudah berlaku dalam masyarakat yang sebagian
masih sebagai hukum tidak tertulis, menampilkan diri dalam rangkain seminar,

simposium dan lokakarya serta penyusunan Kompilasi Hukum Islam bidang

hukum tertentu, antara lain :

1. Penyusunan Buku Himpunan dan Putusan Peradilan 1976
2. Lokakarya tentang Pengacara pada Pengadilan Agama 1977

3. Seminar tentang Hukum Waris Islam 1978
4. Seminar tentang Pelaksanaan UU Perkawinan 1979

2 Depag R1., Kompilasi.,hlm. 127-128.

“3 UUP disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 ; sedangkan PP No. 09
tahun 1975 ditetapkan pada tanggal 1 April 1975, lihat dalam Qodri Azizy, Fklektisisme.,hlm. 145-
146.

“ Ppada tanggal 16 September 1976 teah dibentuk Panitia Kerjasama dengan Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 04/KM/1976 yang disebut PANKER MAHAGAM
(Panitia Kerjasama Mahkamah Agung/ Departemen Agama). Lihat dalam Depag RI,
Kompilasi.,hlm.129.

45 Warkum Sumitro dan K.N. Sofyan Hasan, Dasar-Dasar.,hlm.74.
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5. Simposium beberapa Bidang Hukum Islam 1982

6. Simposium sejarah Peradilan Agama 1982

7. Penyusunan Himpunan Nas dan Hujjah Syari'ah 1983

8. Penyusunan Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Peradilan
Agama 1981

9. Penyusunan Kompilasi Hukum Acara Peradilan Agama 1 1984

10. Penyusunan Kompilasi Hukum Acara Peradilan Agama I 1985

11. Penyusunan Kompilasi Hukum Acara Peradilan Agama I 1986

12. Penyusunan Kompilasi Hukum NTCR T dan II 1985,

Periode 1985 — sekarang di mulai sejak penandatanganan Surat Keputusan
Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI tentang Penunjukkan
Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi No.
07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985 di Yogyakarta."’

Ide Kompilasi Hukum Islam timbul sctelah beberapa tahun Mahkamah
Agung membina kerjasama dalam bidang teknis yustisial dengan peradilan
agama. Tugas pembinaan ini didasarkan pada Undang-undang No. 14 Tahun
1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 11 ayat
(1) yang menyatakan bahwa Organisasi, Administrasi dan Keuangan Pengadilan
dilakukan oleh Departemen masing-masing, sedangkan pembinaan teknis
yudistial dilakukan oleh Mahkamah Agung. Meskipun Undang-undang tersebut
ditetapkan tahun 1970, namun pelaksanaannya dilakukan di lingkungan Peradilan
Agama baru pada tahun 1983 setelah penandatanganan SKB Kectua Mahkamah
Agung dan Menteri Agama RI No. 01,02,03 dan 04/8K/1-1983 dan No. 1,2,3 dan
4 tahun 1983. keempat SKB ini merupakan jalan pintas sambil menunggu

keluarnya Undang-undang tentang Susunan, Kekuasaan dan Acara pada

% Depag RI., Kompilasi.,him. 129-130.
7 Ibid. him.131.
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Peradilan Agama yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang No. 14
Tahun 1970 bagi lingkungan Peradilan Agama yang pada saat itu masih scdang
dalam proses penyusunan yang intensif,*®

Sclama pembinaan teknis yustisial peradilan agama olech Mahkamah

Agung, terasa adanya beberapa kelemahan, antara lain soal Hukum Islam yang

diterapkan di lingkungan peradilan agama, yang cenderung simpang siur

disebabkan oleh perbedaan pendapat ‘ulama‘ dalam hampir setiap persoalan.

Untuk mengatasi hal ini diperlukan adanya satu buku hukum yang menghimpun

semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan peradilan agama yang dapat

dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya, sehingga
terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum.*

Scbagaimana dikemukakan oleh Prof. H. Bushtanul Arifin, SH. Selaku
pencetus gagasan ini bahwa™ :

a. Untuk dapat berlakunya Hukum ( Islam) di Indonesia, harus ada antara lain
hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum
maupun oleh masyarakat.

b. Persepsi yang tidak seragam tentang syar'iyah akan dan sudah menyebabkan
hal-hal :

1) Ketidak seragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut Hukum

Islam itu (zna anzallahu).

8 Ibid. hlm. 131-132.
“ Ibid. him. 132..
0 Ibid. hlm. 132-134.
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2) Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan Syari’at itu
(Tanfidiyyah).
3) Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan
dan alat-alat yang telah tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945,
dan Perundang-undangan lainnya.
c. Di dalam Sejarah Islam pernah dua kali di tiga Negara, Hukum Islam
diberlakukan sebagai perundang-undangan Negara yaitu :
1) Di India masa Raja An Rijeb yang membuat dan yang memberlakukan
Perundang-undangan Islam yang terkenal dengan Fatwa Alamfiri.
2) Di Kerajaan Turki Usmani yang terkenal dengan nama Majalah Al
Ahkam Al-‘Adliyah.

3) Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasi di Sudan.

Apa yang telah dilakukan oleh departemen Agama pada tahun 1958 dengan
membatasi hanya 13 buah kitab kuning dan kitab kuning yang selama ini
dipergunakan di peradilan agama, adalah merupakan upaya ke arah kesatuan dan
kepastian hukum yang sejalan dengan apa yang dilakukan di Negara-negara
tersebut. Dan dari itulah kemudian timbul gagasan untuk membuat Kompilasi
Hukum Islam sebagai buku Hukum bagi Pengadilan Agama.

d. Landasan Yuridis

Landasan Y uridis tentang perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum
masyarakat ialah UU No.14/1970 Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi "Hakim
sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami

nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat". Dan di dalam figh ada Qa'idah



yang mengatakan bahwa " Hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu,
tempat dan keadaan” Keadaan masyarakat itu selalu berubah, dan ilmu figh
itusendiri selalu berkembang karena menggunakan metode-metode yang sangat
memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Diantara metode-metode itu ialah
Maslahah wal Mursalah, istihsan, istishab, dan ‘urf.

e. Landasan Fungsional

Kompilasi Hukum Islam adalah figh Indonesia Karena ia disusun dengan
memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Figh Indonesia
sebagaimana telah pernah dicetuskan oleh Prof. Hazairin, SH. Dan Prof. T.M.
Hasby Ash Shiddieqy sebelumnya mempunyai tipe figh lokal semacam figh
Hijazz, figh Mishry, figh Hindi, figh lain-lain yang yang sangat memperhatikan
kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat, yang bukan berupa
mazhab baru tapi ia mempersatukan berbagai figh dalam satu persoalan figh. la
mengarah pada unifikasi mazhab dalam Hukum Islam.

Pembentukan Kompilasi Hukum Islam dilaksanakan oleh sebuah Tim
Pelaksana Proyek yang ditunjuk dengan SKB Ketua Mahkamah Agung RI dan
Menteri Agama RI No. 07/KMA/ 1985 dan No. 25 tahun 1985 tanggal 25 Maret
1985.”' Ditunjuk scbagai pimpinan umum Prof. H. Bustanil Arifin (Kctua Muda
Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung) dibantu dua orang
wakil pimpinan umum, yaitu H.R. Djoko Soegianto, S.H. (Ketua Muda Urusan

Lingkungan Peradilan Umum Bidang Hukum Perdata Tidak Tertulis MA), dan

31 Ibid. him. 135.



H. Zaini Dahlan , MA. (Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama
Islam Departemen Agama).52
Pelaksana proyek diketuai H. Masrani Basran,S.H. (Hakim Agung), dan
wakil ketua H. Mukhtar Zarkasyi, S.H. ( Dircktur Pembinaan Badan Peradilan
Agama Islam Depag ). Sckretaris dijabat Ny. Lies Sugondo, S.H. ( Direktur
Direktorat Hukum dan Peradilan MA ), dan wakilnya Drs. Mafruddin Kosasih.
Bendahara Alex Marbun ( MA ), dan Drs. Kadi ( Depag ). Berikutnya adalah
pelaksana bidang :
a. Bidang Kitab/ Yurisprudensi : Prof. Ibrahim Husein, LML ( Majelis ‘ulama*),
Prof. H. MD. Kholid, S.H. ( Hakim Agung), Wasit Aulawi, MA ( Depag)
b. Bidang Wawancara: M. Yahya Harahab, S.H. ( Hakim Agung), Abdul Ghani
Abdullah, S.H. ( Depag)
c. Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data: H. Amiroeddin Noer, S.H.( Hakim
Agung), Drs. H. Muhaimin Nur, S.H. ( qu.qg).s3
Adapun usaha- usaha yang ditempuh adalah melalui jalur- jalur sebagai
berikut:
a. Pengkajian kitab- kitab figh,
b. ‘Wawancara dengan para ‘ulama’,

¢. Yurisprudensi Pengadilan Agama,

52 Ahmad Rofiq, Pembaharuan.,him. 88.

3 Ibid him. 88-89. Jangka waktu pelaksanaan proyek ditetapkan selama 2 tahun
tethitung sejak saat ditetapkannya SKB. Tugas pokok proyek tersebut adalah untuk
melaksanakan usaha Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi dengan jalan Kompilasi
Hukum. Sasarannya mengkaji kitab- kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan- putusan
hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia menuju Hukum Nasional. Lihat
dalam Depag. R1. Kompilasi.,him.138.



d. Studi perbandingan hukum dengan Negara lain,

e. Lokakarya/ seminar materi hukum untuk Pengadilan Agama.

Yang menjadi bidang garapan usaha ini ialah bidang hukum perkawinan,
hukum kewarisan, wakaf, hibah, sadaqah ( sedekah ), baitul mal, dan lain- lain
yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama.54
1). Jalur pengkajian kitab figh

Kitab- kitab yang diteliti sebanyak 38 kitab yang dikaji oleh 7 IAIN dalam
waktu 3 bulan, mulai tanggal 7 Maret s.d 21 Juni 1985.%

1. TAIN Arraniri Banda Aceh :

a. Al- Bajuri
b. Fath al- mu'in
c. Syarqawi ‘ala at- Tahrir
d Mugni al- Mulitaj
e. Nihayah al- Muhtaj
£ asy- Syarqgawi
2. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta :
a. l'anah at- Talibin
b.  Tuhfah
c. Targi al- Musytaq
d. Bulgah as- Salik

e. Syamsuri fi al- Fara’id

3% Ahmad Rofiq, Pembaharuan.,hlm.89.

5% Depag. RI., Kompilasi.,him.141.



£ Al- Mudawwanal

3. IAIN Antasari Banjarmasin :

a.

b.

C.

£

Qalyubi / Mahalli

Fat al- Wahab dan Syaralhnya
Bidayah al- Mujtahid

Al- Umm

Bugyah al- Mustarsyidin

Al- 'Agidah wa al- Syari ' ah

4. TAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta :

d.

e.

Al- Muhalla

Al- Wajiz

Fath al- Qadir

Kitab al- Figh 'ald al- Mazahib al- 'Arba'ah

Figh as- Sunnah

5. JAIN Sunan Ampel Surabaya :

a.

b.

C.

d

€.

a.Kasyf al- Gina

Majmu'at Fatawa al- Kubra i Ibn Taimiyah

Qawanin al- Syari’ ah Ii as- Sayyid ' Usman Ibn Yaliya
Al- Mugni

Al- Hidaysh Syarh al- Bidayah

6. IAIN Alauddin Ujungpandang :

a.

b

Qawanin as- Syari'ah Ii as- Sayyid Sadaqah Dahlan

Nawab al- Jalil
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c. Syarah 1bn 'Abidin
d Al- Muwatta’
e. Hasyiyah al- Dasuqi

7. IAIN Imam Bonjol Padang :
4. Bada’l ‘as- Sana’l
b. Tabyin al- Haqaiq
c. Al- Fatawa al- Hindiyah
d. Fath al- Qadir
e. An- Nihayah.™

2). Jalur Wawancara

Wawancara dilakukan dengan para ‘ulama‘ di seluruh Indonesia yang
dilakukan di 10 lokasi Pengadilan Agama, yaitu Banda Aceh, Medan, Padang,
Palembang, Bandung, Surakarta, Surabaya, Banjarmasin, Ujung Pandang dan
Mataram.”’

Adapun pokok masalah yang telah disusun dan disajikan sebagai bahan
wawancara dimuat dalam sebuah buku guide questioner berisi 102 masalah
dalam bidang hukum keluarga Perkawinan, Wasiat, dan Hibah serta Wakaf.*®

Jalur penelitian yuriprudensi. dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan
Badan Peradilan Agama terhadap putusan Pengadilan Agama yang telah

dihimpun dalam 15 buku, yaitu:

%6 Ahmad Rofiq, Pembaharuan., hlm. 89-91.
" Depag. R1. Kompilasi., hlm.142.
%8 Ibid.
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1. Himpunan putusan PA/PTA 3 buku, terbit tahun 1976/ 1977, 1977/1978,
1978/1979, dan 1980/1981.

2. Himpunan fatwa 3 buku, terbit tahun 1978/ 1979, 1979/1980, dan
1980/1981.

3. Yurisprudensi PA 5 buku, terbit tahun 1977/1978, 1979/1980, 1981/1982,
1982/1983, dan 983/1984.

4, Law report 4 buku, terbit tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982,
1983/1984.%

3). Jalur studi perbandingan

Studi perbandingan dilaksanakan ke Timur Tengah yaitu di Negara
Maroko pada tanggal 28 dan 29 Oktober 1986, Turki pada tanggal 1 dan 2
November 1986 dan Mesir pada tanggal 3 dan 4 November 1986. Yang
dilaksanakan oleh H. Masrain Basran, S.H. (Hakim Agung RI), H. Muchtar
Zarkasyi, S.H. (Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Depag R1).%*

Tim kecil setelah mengadakan rapat sehanyak 20) kali dapat merumuskan
dan menghasilkan tiga buku naskah Rancangan Kompilasi Hukum Islam, yaitu :
(a). Hukum Perkawinan, (b). Hukum Kewarisan, dan (c). Hukum Perwakafan.

Rancanagan Kompilasi Hukum - Islam ini selesai disusun dalam kurun
waktu 2 tahun 9 bulan yang telah siap dilokakaryakan. Untuk itu pada tanggal 29

Desember 1987 secara resmi naskah Rancangan Kompilasi Hukum Islam oleh

% Ahmad Rofiq, Pembaharuan.,him. 92.

% Depag. Rl., Kompilasi,hlm. 143. Hasil penelitian bidang kitab, yurisprudensi,
wawancara dan studi banding kemudian dibahas dan diolah lagi dalam sebuah Tim Kecil yang
merupakan tim inti, yang terdiri dari : Prof. H. Bustanul Arifin, SH,, Prof. H. MD. Kholid, SH., H.
Masrani Basran, SH., M. Yahya Harahap, SH., H. Zaini Dablan, MA., H A Wasit Aulawi, MA.,
H. Muchtar Zarkasyi, SH., H. Amiroeddin Noer, SH., Drs. H. Marfuddin Kosasih, SH.
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Pemimpin Proyek Pembinaan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi diserahkan
kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama R1.%
4). Seminar dan Lokakarya

Jalur ini tidak saja diadakan oleh panitia proyek Penyusunan Kompilasi,
tetapi sebelum pada akhirnya disepakati Kompilasi, beberapa organisasi Islam
mengadakan seminar. Di antaranya Majlis Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta
tanggal 8-9 April 1986 di kampus Universitas Mvuhammadiyah Yogyakarta,
dihadiri Menteri Agama dan Ketua MUI, Hasan Basri. Nahdlatul ‘ulama‘ Jawa
Timur mengadakan Bahsul Masail tiga kali di pondok pesantren Tambak Beras,
Lumajang, dan Sidoarjo.%”

Dan kemudian pada upacara penyerahan naskah Rancangan Kompilasi
Hukum Islam dilakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh
Mahkamah Agung RI, H. Ali Said, SH. Dan Menteri Agama RI. H. Munawir
Sjadzali, MA. Tentang pelaksanaan lokakarya Pembangunan Hukum Islam
melalui Yurisprudensi pada bulan Februari 1988. yang dilaksanakan pada tanggal
7 s.d. 6 Februari 1988 untuk mendengarkan komentar para ‘ulama’ dan
Cendikiawan Muslim.”’

Dalam okakarya ditunjuk tiga komisi. Komisi I membidangi Hukum

Perkawinan, ketuanya M. Yahya Harahap dan Sekretarisnya H. Mafruddin

%1 Depag. RI, Kompilasi.,hlm.145-146.
%2 Ahmad Rofiq, Pembaharuan.,hlm. 93.

® Depag. R1., Kompilasi.,him. 147.



Kosasih. Komisi II membidangi Hukum Waris diketuai H.A Wasit Aulawi, MA.
Komisi III membidangi Perwakafan, ketuanya H. Masrani Basran.

Selain komisi-komisi juga disepakati perlunya Tim Perumus. Komisi I
bidang perkawinan terdiri dari H.M. Yahya Harahap, Mafruddin Kosasih, K.H.
Halim Muchammad, Muchtar Zarkasyi, K.H. Ali Yafie, dan K.H. Najib Ahyad.
Komisi IT bidang kewarisan terdiri dari H.A. Wasit Aulawi, Zainal Abidin Abu
Bakar, K.H. Azhar Basyir, Md. Kholid, dan Husein, dan K.H. Aziz Masyhuri.
Komisi IIl perwakafan terdiri dari Masrani Basran, A. Gani Abdullah, Prof.
Rahmat Djatnika, K.H. Ibrahim Husein, dan K.H. Aziz Masyhun’.64

Dalam Lokakarya Nasional tersebut disepakati perlunya dirumuskan
Hukum Islam yang bercorak Indonesia.”’

Proses selanjutya setelah naskah akhir Kompilasi Hukum Islam yang
terdiri dari Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan dan Buku III
tentang Wakaf mengalami penghalusan redaksi yang intensif di Ciawi Bogor
yang dilakukan oleh Tim Besar Proyek untuk selanjutnya disampaikan kepada
Presiden ~oleh Menteri Agama dengan tanggal 14 Maret 1988 Nomor.
MA/123/1988 Hal : Kompilasi Hukum Islam dengan maksud untuk memperoleh
bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktek lingkungan Peradilan Agama.
Kemudian lahirlah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang

menginstruksikan kepada Menteri Agama RI untuk : perfama, menyebarluaskan

¢ Ahmad Rofiq, Pembaharuan.,hlim.93-94.
® Ibid.
% Depag, RI., Kompilasi. hlm. 149-150.
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Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari (a) Buku I tentang Perkawinan, (b)
Buku II tentang Hukum Kewarisan, (c) Buku III tentang Hukum Perkawafan,
scbagaimana telah diterima baik oleh para alim ‘ulama‘ Indonesia dalam
Lokakarya di Jakarta tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988, untuk digunakan
oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakal yang memerlukannya. Kedua,
melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung
jawab.®’ Instruksi Presiden ini kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Agama
dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154

Tahun 1991.%%

D. KHI Sebuah Hasil Ijma'

Adalah suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat
Indonesia adalah masyarakat yang pluralistik, masing-masing golongan
mempunyai konsepsinya sendiri mengenai hukum yang mengatur kehidupan
mereka.”’

Sehingga yang paling diperlukan di Dunia Islam bukanlah lembaga ijtihad
kolektif yang bersifat internasional, tetapi lembaga ijtihad kolektif yang bersifat
nasional. Sebab, masalah-masalah kcagamaan yang muncul di zaman kemajuan
ilmu pengetahuan dan tckhnologi ini tidak sama di samping beragamnya

penafsiaran dan pcngalaman agama di Negara-negara Islam yang berancka ragam

7 Ahmad Rofiq, Pembaharuan.,hlm. 96.
% A. Qodri Azizy, Eklektisisme.,him.153.

% Amir Mu'allim dan Yusdani, Jjtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Dan [Fungsi
( Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1997), him. 155.
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itu, Karena itu yang lebih berwenang untuk memahami dan mencari penyelesaian
atas suatu masalah sesuai dengan keadaan umat Islam bersangkutan ialah
lembaga ijtihad kolektif masing-masing Negara.”

Karena masalah kehidupan masyarakat dewasa ini makin kompleks, maka
pemecahannya memerlukan partisipasi dari banyak tenaga ahli, schingga amat
sukar seorang ahli dapat menemukan pemecahan atas persoalan masyarakat tanpa
bersama-sama dengan ahli lainnya. Karena itu, ijtihad dalam hukum islam harus
dilakukan secara jama7 (kolektif), tidak secara fardi (perseorangan).71

Menurut Amir Syarifuddin, bahwa Kompilasi Hukum Islam yang secara
formal penyebarannya disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991,
dan pelaksanaanya melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154
Tahun 1991, merupakan figh dalam bahasa undang-undang, schingga susunannya
seperti undang-undang yang mencakup bab, pasal, dan ayat.72

Pernyataan tersebut didasari oleh kenyataan proses panjang perumusan
Kompilasi Hukum Islam yang puncaknya ditempuh melalui diadakannya
Lokakarya Nasional yang diikuti oleh ‘ulama‘-’ulama‘ figh dari organisasi-

organisasi Islam, ‘ulama‘ figh dari perguruan tinggi, masyarakat umum, dan

7 Ibid. hlm. 153-154.

U Ibid. hlm. 152-153. Dan ijtihad jama7 bila didukung dengan fasilitas-fasilitas
kenegaraan akan lebih berhasil. bid. him. 153. Oleh karena itu, pendekatan pemahaman bahwa
produk pemikiran Hukum Islam tidak hanya terbatas pada figh, mutlak diperlukan. Karena pada
kenyataannya selain figh, masih banyak produk pemikiran Hukum Islam lainnya yang dalam
kenyataannya berlaku dan diterima oleh masyarakat, yaitu fatwa ‘ulama‘ atau organisasi
keagamaan seperti Majlis ‘ulema*® Indenesia ( tidak terkecuali Kompilasi Hukum Islam yang
merupakan hasil ijtihad kolektif ‘ulama‘ Indonesia : Pem), dan lain-lain. Lihat Ahmad Rofiq,
Pembaharuan. him. 77.

72 Tbid. A. Qodri Azizy, Eklektisisme.,hlm., 153.



diperkirakan semua lapisan ‘ulama‘ ikut dalam pembahasan, schingga patut
dinilai sebagai konsensus (ijma’) ‘ulama’ Indonesia.”

Namun yang selalu menjadi peroalan dalam proses sosialisasi figh
(Hukum Islam) bukan menyangkut tentang cksistensi hukum tersebut, tetapi
sering menjadi ajang perdebatan di kalangan ‘ulama‘ adalah dalam hal relevansi
maupun aktualisasi hukum itu sendiri, terutama bila dikaitkan dengan keadaan
tempat (Jocal) maupun zaman (temporal).74

Schingga adanya usaha untuk memformulasikan scbuah  figh
keindonesiaan adalah tepat menemukan momentumnya. Sebagaimana
keberadaan figh Hijaz, figh Mesir, figh Hindi yang kesemuanya berlatar belakang
dari sosio kutural lokal masing-masing untuk merespon segala fenomena
keagamaan yang muncul dan mengemuka di sana. Begitu pula keberadaan figh
Indonesia tidak lain untuk mencari solusi problem keagamaan yang di alami
masyarakat muslim Indonesia.

KHI scbuah hasil ijma' atau konsensus ‘ulama‘, diharapkan dapat
dipedomi oleh kaum muslim Indonesia dalam menyelesaikan persoalan hukum
yang secara materiil diatur dalam kompilasi tersebut. Bahkan apabila mengacu

kepada firman Allah :"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan

3 Ahmad Rofiq, Pembaharuan.,hlm., 77-78. Langkah ini dianggap signifikan dalam
pembangunan Hukum Islam di Indonesia, karena figh yang ada di Indonesia merupakan imported
figh (figh impor), schingga tidaklah betlebihan oleh sebagian orang Indonesia menganggap figh
itu sudah menjadi barang antik yang hanya layak untuk dipajang di museum. Salah satu faktor
penyebab figh kurang mendapat sambutan yang hangat di kalangan muslim Indonesia, ialah
karena ada bagian-bagian figh itu yang ditetapkan berdasarkan pranata-pranata di Timur Tengah
yang tidak sesuai dengan rasa kesadaran hukum masyarakat indonesia. Lihat Amir Mu'allim dan
Yusdani, Jjtihad. ,hlm. 157-158

7 Muhammad Azhar, Figh Kotemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam
(Yogyakarta : Pusataka Pelajar, 1996), him. 02.



taatilah Rasul(Nya), dan olil amri di antara kamu (QS. An-Nisa', 4:59), secara

moral ada kewajiban bagi kaum muslim di mana hasil konsensus tersebut

dihasilkan, untuk menerima dan melaksanakannya.”

E. Isi dan Sistematika KHI
Kompilasi Hukum Islam terdiri dari :
a. Buku I tantang Hukum Perkawinan
b. Buku II tentang Hukum Kewarisan
c. Buku ITI tentang Hukum Perwakafan.
BUKU I HUKUM PERKAWINAN

Bab. Ketentuan Umum

Bab.
Bab.
Bab,

Dasar-dasar Perkawinan

Peminangan

Sousmn—

Rukun dan syarat perkawinan
1) Rukun

2) Calon Mempelai

3) Wali Nikah

4) Saksi Nikah

5) Akad Nikah

Bab. V Mahar

Bab. VI Larangan kawin

Bab. VII  Perjanjian Kawin

Bab. VII Kawin Hamil

Bab. IX Beristeri lebih dari satu orang

> Ahmad Rofiq, Pembaharuan.,him. 78.



Bab.
Bab.
Bab.

Bab.
Bab.
Bab.
Bab.

Bab.

Bab.

Bab.

Bab.
Bab.
Bab.

X
XI
XTI

XV

Xvia

=

Pencegahan Perkawinan
Batalnya Perkawinan
Hak dan Kewajiban Suami Isteri
1) Umum
2) Kedudukan Suami Isteri
3) Kewajiban Suami
4) Tempat Kediaman
5) Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih dari Seorang
6) Kewajiban Isteri
Harta Kekayaan dalam Perkawinan
Pemeliharaan Anak
Perwalian
Putusnya Perkawinan
1) Umum
2) Tata Cara Perceraian
Akibat Putusnya Perkawinan
1) Akibat Talak
2) Waktu Tunggu
3) Akibat Perceraian
4) Mut'ah
5) Akibat Khuluk
6) Akibat Lian
Rujuk
1) Umum
2) Tata Cara Rujuk
Masa Berkabung
BUKU I HUKUM KEWARISAN
Ketentuan Umum
Ahli Waris

Besarnya Bagian
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BUKU III HUKUM PERWAKAFAN

Ketentuan Umum

Fungsi, Unsur-unsur, dan Syarat-syarat Wakaf

1) Fungsi Wakaf

2) Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf

3) Kewajiban dan Hak-hak Nadzir

Tata Cara Perwakafan dan Pendaftaran benda Wakaf
1) Tata Cara Perwakafan

2) Pendaftaran Benda Wakaf

Perubahan, Penyelesaian, dan Pengawasan Benda Wakaf
1) Perubahan Benda Wakaf

2) Penyelesaian Perselisihan Benda Wakaf

3) Pengawasan

Ketentuan Peralihan

Ketentuan Penutup

PENJELASAN ATAS BUKU KOMPILASI HUKUM

Penjelasan Umum

Penjelasan Pasal demi Pasal



BAB IV

RELEVANSI PEMIKIRAN MASLAHAH NAJMUDDIN AT-TUFI DENGAN
BUKU I TENTANG PERKAWINAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. PASAL-PASAL MASLAHAH

Dalam bab ini akan penyusun kemukakan prinsip-prinsip pembaharuan
Hukum Islam di Indonesia yang dibahasakan dalam bahasa perundang-undangan
(KHI) yang bermuarakan pada prinsip penjagaan kemaslahatan umat Islam di
Indonesia, menyangkut peraturan-peraturan hukum yang mengatur dalam bidang
hukum keluarga bagi mereka (perkawinan dan hal-hal yang melingkupinya) yang
termuat dalam pasal-pasal KHI scbagai landasan materiil Hukum Islam bagi
pemeluk Islam indonesia.

Sebelumnya terlebih dahulu petlu dipaparkan pemaknaan perkawinan
dalam rumusan KHI agar mendapat gambaran yang jclas dan komprehensif dalam
pembahasan sclanjutnya.

Pasal 2 dan 3 KHI .
(2)“perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat
kuat atau miifsaaqan glwifdan”(;.n}f-;'aq;m galizan:Pen) vntuk menaati perintah
Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”,
(3)“perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah, dan rahmah.2

k ! Kata al-Mithaq(misaq:Pen) berasal dari kata dasar wathaga (wasaqa). Dari kata dasar
ini juga muncul kata ath-thigah, al-wathagah, al-wathaq, dan at-tauthig. Ketika {terjadi
kesepakatan di antara kedua belah pihak atas dasar kepercayaan, maka itulah yang disebut al-
mithag. Perjanjian tersebut telah membingkai kehidupan sosial-kemasyarakatan bersama scorang
suami isteri secara khusus, dan keluarga sccara umum. Libat dalam Muhammad Shahrur,
Metodologi Figh Islam Kotemporer cd. Sahiron Syamsudin (Yogyakarta : cLSAQ Press, 2004),
him. 438.

2 Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indoncsia (Yogyakarta : Gama Media
Offset, 2001), him. 103.
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Dari definisi yang dirumuskan KHI di atas terlihat adanya upaya perluasan
perspektif mengenai lembaga pernikahan. Di mana upaya pemahaman pernikahan
adalah lembaga yang terbentuk dengan membawa bersamanya hak dan kewajiban
antara kedua mempelai yang senantiasa harus dihormati, dan dijaga. Pernikahan
bukanlah hanya pengertian sederhana dari persetubuhan, scbagaimana pengertian
yang diberikan dalam literatur-literatur figh klasik.?

Lebih lanjut dinyatakan “perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat”,
(misagan galizan). Dapat dikemukakan alasan untuk menyatakan perkawinan
merupakan suatu perjanjian karena adanya :

a. cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu
dengan akad nikah dan rukun atau syarat tertentu.

b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan pekawinan juga telah diatur
sebelumnya yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan fasakh, syiqaq dan
sebagainya.

Menurut Dr. Witjono Prodjodikoro, SH. Perbedaan antara perjanjian
perkawinan dan persetujuan-persetujuan yang lainnya adalah dalam persetujuan
biasa para pihak pada pokoknya penuh merdeka untuk menentukan sendiri isi
dari persetujuannya itu ~sesuka hatinya, asal saja persctujuan itu tidak

bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum.

? Perkawinan adalah agad antara calon suami isteri untuk memenuhi hajat jenisnya
(bergaul sebagai suami isteri). Lihat dalam Mahmud Yunus, Hukum perkawinan dalam Islam
(Jakarta : PT.Nidakarya Agung, 1983), hlm.1. bahkan ada yang secara jelas menerangkan bahwa
nikah adalah aqad untuk bersetubuh. Lihat Tajuddin Abi Bakar, Kifayah al-Akliyar fi halli Goyati
Tkhtishor (Semarang: Toha Putra, t.t), 11:36 senada dalam Ramulyo, Hukum perkawinan Islam
(Jakarta: Bumi Aksara, 1996), him. 2.
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Sebaliknya dalam suvatu ikatan perkawinan sudah sejak semula ditentukan olech
hukum, isi dari persetujuan antara suami isteri itu.*

Kalau seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk
melakukan perkawinan satu sama lainnya berarti mereka saling berjanji akan taat
pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak-hak
masing-masing pihak selama sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan
mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak ket urunannya.’

Dan dalam pasal 2 disebutkan adanya korelasi ‘ubudiyyah hamba kepada
Tuhannya dalam melaksanakan pernikahan.

1. Pencatatan Perkawinan

Dalam pasal 5 KHI disebutkan : (5)’agar terjaminnya ketertiban
perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan “harus” dicatat.® Dan
dalam pasal 5 ayat 2 disebutkan: “pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1),
dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-
Undang No.22 tahun 1946 Jo. Undang-Undang No.32 Tahun 1954.”, kemudian
dijabarkan lebih lanjut pasal-pasal berikutnya :

Pasal 6
(1) Untuk memenuhi ketentuan ~dalam  pasal 5, setiap perkawinan harus
dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat nikah.
(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak
mempunyai kekuatan hukum.

* Prodjodikoro R Wirjono, Hukum Perkawinan di Indomesia (Bandung: Sumur
Bandung, 197), him. 8.

5 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan.hlm. 18.

S Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademia Pressindo,
1992), hlm. 68.



Pasal 7
(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh

Pegawai Pencatat Nikah.
(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dcngan Akta Nikah, dapat
diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
(3) Isbat nkah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal
yang berkenaan dcngan :
(a) Adanya pcrkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
(b) Hilangnya Akta Nikah
(c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat

perkawinan.
(d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang

No.l tahun 1974 dan;
(e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai
halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
(4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah jalah suami atau isteri, anak-
anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Sebagaimana diketahui bahwa di dalam kitab-kitab figh belum ada yang
membicarakan pentingnya pencatatan nikah oleh petugas yang berwenang (ulil
amri). Namun pemerintah sebagai penjelmaan dari fungsi u/i7 amiri yang menurut
Abu al-Hasan al-Mawardy memiliki dua fungsi, yaitu ff harasah ad-din (menjaga
agama) dan £ siyasah ad-dunya (mengatur urusan dunia) memandang
berkewajiban  mempersiapkan  peraturan  perundang-undangan untuk
mengantisipasi terjadinya tindakan-tindakan yang merugikan salah satu pihak,
terutama pihak pelrempuan.7 Sebagaimana kaidah yang dirumuskan as-Syafi’i
“tasararuf al-imam ‘ala ar-ra’iyyah manut bil maslahah’.

Dapat digambarkan keadan isteri dan anak-anaknya jika suatu saat
menghadapi kenyataan ditinggal pergi suaminya dan tidak diketahui di mana
rimbanya, sementara nafkah lahir tidak diberikan apalagi nafkah batin. J ika tidak

ada salinan akta nikah, maka isteri dan anak-anak tersebut tidak dapat

7 Ahmad Rofiq, Pembaharusn.him. 107-108.
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mengajukan tuntutan haknya kepada suaminya itu, karena tidak memiliki sarana
untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan.
2. Batasan Usia Kawin.

Pasal 15 :

(1) untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya bolech
dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam
pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sckurang-kurangnya
berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

(2) bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat
izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU
No.1 Tahun 1974 .°

Secara tekstual syariat maupun kitab-kitab figh klasik tidak menjelaskan
adanya batasan usia kawin. Bahkan ferm ini masih saja menjadi perdebatan para
fa_lqih.9 Tcrlepas dari itu, tidak berarti pcmbatasan usia kawin dalam Hukum
Islam Indonesia, tidak dikehendaki oleh ajaran Islam. Adanya pembatasan ini
dimaksudkan agar amanat Allah “agar manusia tidak meninggalkan generasi
yang lemah’*® dapat terwujud.

Dalam hal ini penulis lebih cenderung mengambil nilai implisit dari ayat
2 yang mewajibkan izin bagi mempelai yang belum mencapai 21 tahun.
Seyogyanya laki-laki berusia 25 tahun dan perempuan 21 tahun, tentunya

pendapat ini tidak mutlak tetapi harus dilihat pula situasi dan kondisi fisik dan

8 1bid, him. 105.

° Mayoritas besar ulama figh — Ibnu Mundir bahkan menganggap sebagai ijma’
(consensus) ulama’ figh — mengesahkan perkawinan muda (perkawinan di bawah umur). Menurut
mereka, untuk masalah perkawinan, kriteria baligh dan berakal bukan merupakan peryaratan bagi
keabsahanya. Lihat Husein Muhammad, Figh Perempuan (Yogyakarta : Lkis, 2001), hlm. 68.

10 An-Nisa’, (4):9. sehingga representasi kedewasaan dalam membina pernikahan sangat
diperlukan, Karena pernikahan membawa hak dan tanggung jawab. Sehingga sudah seharusnya
mempelai bukan lagi orang yang di bawah pengampuan (curatele).
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phisichis calon mempelai. Dengan asumsi umur demikian sudah mencapai
kematangan ekonomi, psikologis dan biologis para mempelai.

Tujuan perkawinan adalah terbentuknya keluarga yang sakinah
mawaddah wa rahmah, dan semua itu hanya akan terwujud oleh para pelaku
perkawinan yang telah matang jiwa dan raganya. Stabilitas emosi dan
kedewasaan sungguh sangatlah berpengaruh terhadap keharmonisan dan
keutuhan secbuah rumah tangga. Kiranya kemaslahatan umat lebih bisa terjaga
dengan adanya pembatasan usia kawin ini, kendati demikain pembatasan ini pada
tingkatan praktiknya bersifat fleksible.

Imam syafi’i menyatakan :

W G sin IS0 Lo 3L a5 5 Y Ja (e 0S8 AL in g g Y O U oy
3. Persetujuan Calon Mempelai
Dalam pasal 16 KHI disebutkan :

(1) perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai,

(2) bentuk pesctujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan
tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga
berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Sepintas lalu mungkin persoalan yang diangkat pasal 16 KHI ini bukan
persoalan yang krusial untuk dibicarakan. Namun berbeda dalam pandangan
penyusun, bahwa pasal ini bersubstansi pada usaha mereduksi frend hak ijbar
yang sering diagungkan dalam figh klasik.

Selama ini ada pandangan umum yang menyatakan bahwa perempuan

menurut figh Islam tidak berhak menentukan pilihan atas pasangan hidupnya.

" Husein Muhammad, figh hlm. 74.

12 « Abdurrahman, Kompilasi, hlm. 117.
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Yang menentukan dalam hal ini adalah ayah atau kakek. Hal ini menimbulkan
asumsi bahwa Islam membenarkan kawin paksa. Pandangan ini di latar belakangi
pemahaman terhadap hak ijbar yaitu hak memaksakan suatu perkawinan olch
orang lain dalam hal ini adalah ayahnya.13

Pemaknaan ijbar sebagai pemaksaan kehendak ayah untuk menentukan
pilihannya, jelas menafikan unsur kerelaan yang menjadi dasar dalam setiap akad
tidak terkecuali akad nikah. Hal ini dapat dikatakan 7krah, pemaksaan sccara
rkrah mengakibatkan ketidakabsahan suatu pernikahan.

Dr. Wahbah Zuhaili, mengutip pendapat para ulama’ figh yang
mengatakan : “ adalah tidak sah perkawinan dua orang calon mempelai tanpa
kerelaan mereka berdua.™*

Jelas bahwa hak menentukan pasangan merupakan milik pribadi-pribadi.
Menentukan bukanlah memilih. Memilih dapat dilakukan siapa saja, ayah dsb.
Namun hak untuk menentukan dan memutuskan berada di tangan anak
perempuan. Substansi musyawarah inilah yang diangkat oleh pasal 16 KHI untuk
mencapai kemas/afiatan bersama.

4. Pengembangan Prinsip Musyawarah.

Perkawinan pertama-tama harus dipahami sebagai ikhtiar manusia untuk

menyalurkan hasrat seksualnya secara sah dan bertanggung jawab. Dari sini,

diharapakan akan terjalin hubungan kasih sayang, cinta, dan tanggung jawab

3 Husein Muhammad, figh.,him. 78.

4 \Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islamiu wa ‘Adilatuhu (Damaskus : Dar al-Fikri,
1989), IX:6567.
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untuk membentuk sebuah masyarakat kecil yang akan meneruskan perjalanan
peradaban manusia.”

Sehingga nilai-nilai dialogis harus scnantiasa dikembangkan diantara
keduannya agar terbina keharmonisan dalam keluarga. KHI sebagai acuan hukum
muslim Indonesia dalam pasal-pasalnya sudah terlihat adanya upaya
pengembangan nilai-nilai musyawarah di dalamnya. Pasal 30 KHI menyatakan :
“calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita
yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.16

Pasal ini menjelaskan bahwa walaupun mahar adalah kewajiban bagi laki-
laki kepada perempuan calon isterinya, namun dalam penentuannya agar
dijunjung prinsip-prinsip musyawarah antara keduannya. Hal ini dimaksudkan
agar nilai-nilai kebersamaan dan penghormatan hak dan kewajiban tetap terjaga.

Scbagai salah satu bentuk akad atau transaksi, perkawinan akan
megakibatkan adanya hubungan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang
terkait (suami-isteri). Hak dan kewajiban harus dilandasi beberapa prinsip antara
lain, kesamaan, keseimbangan, dan keadilan antara keduanya. Al-qur’an
menyebutkan prinsip ini dalam surat al-Bagarah 228 :

17 o gmalls cpgale o2l Jie gl
Hal ini kiranya coba diusung KHI dalam pasal-pasalnya antara lain, ps. 45

“ kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian kawin dalam bentuk : 1-

13 Husein Muhammad, figh.,him. 105.
16 < Abdurrahman, Kompilasi.,hlm.120.

17 al-Baqarah, (2): 228.



96

Taklik talak dan, 2- Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum

Islam.'®

Dalam pasal 77 dinyatakan :
(1) suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga

yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan

masyarakat.
(2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan

memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
(3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak
mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan

pendidikan agamanya.

(4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.

(5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat
mengajukan gugatan kepada Pengadian Agama. =

Pasal 79 ( kedudukan suami isteri ) menyatakan :

(1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

(2) hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami
dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.”

Pasal di atas tersebut mengandung makna yang luas, di mana hak dan
kedudukan isteri seimbang dengan suami dalam kehidupan rumah tangga
mengandung konsekwensi adanya keseimbangan dalam hal pemeliharaan anak,
pengelolaan harta bersama, penctapan tempat tinggal dan lain-lain. Sedangkan
keseimbangan hak dan kedudukan suami isteri dalam kehidupan bersama dalam
masyarakat dipertegas pasal 79 ayal 3 KHL” Ketentuan ini mengandung
konsekwensi baik suami maupun insteri secara individu berhak (cakap) untuk

melakukan perbuatan hukum dengan pihak ke tiga, misalkan jual beli,

18 < Abdurrahman, Kompilasi,hlm.123.
19 Ibid hlm.132.
20 1bid

21 <Abdul rabhman, Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia (Surabaya
:Bayumedia Publising, 2003), hlm.64.
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mendirikan perseroan dan lain-lain.?? Schingga paradigma superior dan inferior
tidak ada dalam hubungan suami isteri di dalam keluarga.
5. Harta Bersama dalam Perkawinan.

Dalam pasal 85 sampai 97 KHI mengatur secara tegas mengenai perihal
harta kekayaan dalam perkawinan. Yang di antaranya adalah :

Pasal 85
Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya
harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86
(1) pada dasarya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena

perkawinan.
(2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga
harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehya.

Pasal ini menunjukkan bahwa masing-masing pihak suami maupun isteri
memiliki harta kekayaan yang dimiliki selama perkawinan. Sebab dinyatakan di
dalamnya bahwa KHI tidak mengenal adanya percampuran harta karena
perkawinan.23

Hal ini kemungkinan untuk mengantisipasi kerancuan tentang kedudukan
harta jikalau terjadi sengketa dan perselisihan di antara keduanya (suami isteri).
Dan jangan sampai ada salah satu pihak yang sangat dominan dalam hal
penguasaan harta bersama sehingga saat terjadi konflik (perceraian) salah satu

pihak terposisikan sebagai pihak yang lemah berkenaan dengan harta bersama

tersebut.

2 1bid.

2 < Abdul Rahman, Peradilan.,hlim.65.
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6. Asas Perkawinan adalah Monogami

Dalam pasal 55 KHI dinyatakan : “ (1) beristeri lebih dari satu orang pada
waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai empat orang isteri, (2) syarat
utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap
isteri-isteri dan anak-anaknya, (3) apabila syarat utama yang disebut pada ayat
(2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.”**

Memperhatikan kandungan pasal 55 KHI tersebut, seakan-akan
ditetapkan prinsip terbalik dari UU Perkawinan, meskipun pada hakeckatnya
adalah sama, yaitu bahwa prinsip perkawinan adalah monogami.

Muhammad Shahrur®

berpendapat bahwa masyarakatlah yang
menetapkan pemberlakuan poligami ataupun melarangnya, sebab dalam
pemberlakuan harus memperhatikan ada tidaknya syarat-syarat poligami
sebagaimana tersebut dalam at-Tanzil al-Hakim.®  Schingga penyusun
menggunakan sebuah kaidah 27wl pf il ailall a a3 M atas prinsip
perkawinan adalah monogami karena adanya pencegahan poligami lebih
membawa kemaslahatan dalam pembinaan kehidupan rumah tangga.

7. 1zin Poligami.

Izin poligami dari Pengadilan Agama atas dasar persetujuan isteri :

* Jbid, hlm.126.
25 Muhammad Shahrur, Metodologi.,him. 432.

26At-Tanzil al-Hakim menurut Shahrur adalah al-Qur’an al-Karim dalam hal ini adalah
Qs. An-Nisa’ (4):6.

27 Mukhlis ‘Usman, Kaidah-Kaidah Usuliyal dan Fighiyah (Jakarta :PT. Raja Grafindo
Press, 2002), hlm.147.
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Pasal 56 :
(1) suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari

Pengadilan Agama.
(2) pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara
sebagaimana diatur dalam Bab VII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
(3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin
dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.
Pasal 57 :
Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri
lebih dari seorang apabila :
a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
b. isteri mendapat cacat badan ata penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
Pasal 58 :

(1) selain syarat utama yang disebutkan pada pasal 55 ayat (2), maka untuk
memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syaral yang
ditent ukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu :

a. adanya persetujuan isteri.
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup
isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.
9 tahun 1975, persctujuan isteri atau isteri-isteri dapat dapat diberikan secara
tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis,
persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang
Pengadilan Agama.

(3) persetujuan dimaksud ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami
apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan
tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari
isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau sebab lain yang
perlu mendapat penilaian Hakim.

Kesemuanya di atas adalah manifestasi dari firman Allah :
2B glgai W ol el oSl Sl of Bas b 1 hoat W i fld
Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindakan tidak adil suami
tehadap isteri-isteri, dan anak-anaknya, maka izin tertulis dari Pengadilan Agama

merupakan upaya hukum yang meskipun kelihatannya bersifat administratif

28 An-Nisa’, (4):3.



100

namun memiliki nilai dan fungsi sosial yang sangat besar terhadap terjaganya
hak-hak dalam berkeluarga (isteri: pen).29

Sebagaimana kaidah usul figh :
30,@.44“ &_II; ‘é_\c {.\JA.A il &)

Dan fungsi ini akan terasa urgensitasnya, manakala pihak isteri beserta
anak-anaknya ditinggal oleh suaminya tanpa ada tanggung jawab yang jelas. Dan
jika bagi pihak isteri beserta anak-anaknya memiliki salinan akta nikah
(poligami), maka dengannya ada sarana bagi mereka untuk mengajukan tuntutan
haknya ke depan Pengadilan Agama.

8. Perceraian Dipersulit.
KHI menyatakan pada pasal 113, bahwa :

Pasal 113 :
perkawinan dapat putus karena :
a- Kematian,
b- Perceraian, dan
c- atas Putusan Pengadilan.

Selanjutnya pasal 114 KHI menyatakan :

Pasal 114 .
putusnya perkawinan yang discbabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak
atau berdasarkan gugatan perceraian.

Dan pasal 115 menyebutkan :

Pasal 115 :
perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah
Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah

pihak.

2 Ahmad Rofiq, Pembaharuan. hlm.111.

30 prof. Dr. Mukhtar Yahya dan Fatchurrahma, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum figh-
Islami (Bandung : Al-Ma’arif, 1993), hlm.436.
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agama yang tidak mempunyai aturan dan pranata yang diwajibkan bagi
pemeluknya.

Selain itu, patut juga dipikirkan tingkat perkembangan kejiwaan anak di
tengah-tengah pembinaan keluarga yang tidak menentu tersebut karena adanya
perbedaan prinsip kedua orang tuanya. Padahal dalam masa perkembangan, anak
sangat membutuhkan adanya figur scbagai teladan dalam kehidupannya. Namun
jika dalam keluarga tidak ada figur yang yang dicontoh, dan tidak ada pranata-
pranata yang pasti untuk pegangan hidup, maka akan hancur perkembangan anak
tersebut ditangan orang tuanya sendiri karena gagal dalam memberikan suri
tauladan bagi anaknya.

Dalam pasal ini mencoba menghilangkan polemik penafsiran larangan al-
qur'an untuk mengawini pria dan wanita musyrik. Dengan tegas demi menjaga
kemaslahatan dinyatakan larangan perkawinan antara muslim dengan orang
selain muslim (yang berarti semua yang sclain Islam).

Dari semua pembahasan di atas, menguatkan akan relevansi pandangan
(pemikiran) maslahah Najmuddin at-Tufi sebagai tujuan syara’ yang harus
diutamakan. Walaupun dalam keadaan tertentu secara darurf harus bertentangan
dengan teks nas yang ada. Karena mas/ahah adalah dalil syar’i yang paling rajih

dan hakiki.



101

Kemudian pasal 116 mengemukakan bahwa alasan-alasan yang diperbolehkan

sebagai alternatif pelaksanaan perceraian dalam perkawinan.

Pasal 116 :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

a.

b.

g
h.

salah satu pihak berbuat zina atau menjai pemabuk, pemadat, penjudi, dan
lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di
luar kemampuannya.

salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman
yang lebih berat sctelah perkawinan berlangsung,

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain.

Salah satu pihak mendapat cacat badan penyakit dengan akibat tidak dapat
menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri.

Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Suami melanggar taklik talak.

Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan
dalam rumah tangga.

Dalam konsep-konsep tradisional, hak cerai hanya dimiliki oleh seorang

suami (laki-laki) dan boleh menggunakanya sccara sepih_ak.3 ! Bahkan ada yang

berpendapat bahwa suami yang menjatuhkan talak dengan berolok-olok atau

berpura-pura sah juga talak‘nya.32 Schingga akhirnya menkjadi trend pikir

masyarakat bahwa hak talak adalah hak superioritas suami yang pada ujungnya

menimbulkan kesewenang-wenangan suami dan tindakan kekerasan dalam

keluarga.

Padahal kaidah fighiyyah menyebutkan bahwa :

31 ghairudin Nasution, Fazlur Rahman fentang Wanita (Jogjakarta : Tazzafa dan

ACADEMIA, 2001), him. 171-172.

32 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan. hlm. 111.



102

33 pali e Jadll) aualia

Dan sabda Rasulullah saw :

Hoguall (5 e 15 el JSI Ll 5 iy e Vil

Sehingga tidak ada alasan yang kuat bagi kaum laki-laki (suami) untuk
sewenang-wenang dalam hal penjatuhan talak.

Dan KHI mencoba meluruskan paradigma salah tersebut. Karena
sesunggunya pandangan bahwa kaum lelaki harus memonopoli hak cerai, jelas
tidak dinyatakan dalam al-Qur’an. Sehingga secara jelas KHI dalam pasal 115
menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan
Agama. hal ini dimaksudkan agar terwujud kemaslahatan bagi masyarakat;
yaitu agar suami tidak semena-mena menggunakan hak talak atau hak cerainya
secara emosional.

Perkawinan adalah sebuah perjanjian suci yang perlu dipertahankan
keutuhannya. Sehingga talak bukanlah jalan yang mudah difungsikan untuk
mengakhiri bahtera rumah tangga apabila terjadi ketegangan emosional yang
melanda. Dan harus diingat bahwa isteri juga memilki hak untuk menuntut
perceraian jika suami melakukan tindakan kesewenang-wenangan terhadapnya

(ps. 116 KHI). Dan yang lebih penting adalah agar masing-masing pihak (suami-

3 Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-Dasar.him. 495. dalam hal ini
dicontohkan seorang suami memanggil isterinya yang bernama Tallig (orang yang tertalak) atau
scorang tuan pemilik budak memanggil budaknya bernama Hurrah (orang yang bebas), maka jika
memanggilnya tersebut diniatkan untuk mentalak isterinya atau memerdekakan budaknya,
tercapailah maksudnya. Tetapi kalau hanya bermaksud untuk memanggil belaka tidak membawa
akibat yang demikian. Dalam kaidah lain dinyatakan Jlasa 4 Uadld opuailt 4 Ja 350, JBid. him. 493.

3 1bid, hlm. 488.
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ister) mamahami tugas dan tanggung jawab masing-masing dan menghormati
hak-hak keduannya.

9. Pelanggaran Terhadapnya.

Dalam hal ini sangatlah menarik jika mencermati isi pasal 70 dan 71 KHI.
Di mana ada konsekwensi hukum yang harus ditanggung oleh pihak yang

melanggar ketentuan yang diatur dalam KHI semisal dalam hal poligami dan izin
poligami.

Pasal 70
Perkawinan batal apabila :
a. suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak melakukan akad nikah karena

sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari empat istrinya itu
dalam idah talak raj’i.
b. seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dili’annya
c. seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya,
kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian
bercerai lagi ba’da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
Pasal 71
Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :
a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
b. perempuan yang dikawini temyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria
lain yang mafqud.
c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan
dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak
berhak;
£ Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Dalam hal ini terlihat usaha kemajuan dari Hukum Islam yang telah didukungkan
dengan wilayatul amri (kekuasaan Pemetrintah :KHI) sehingga mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat bagi semua umat Islam di Indonesia. Hal ini
berbeda saat peraturan atau Hukum Islam masih parsial dalam kitab-kitab figh

yang bersifat lebih personal dan hanya kekuatan moral yang dimilikinya.
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10. Perkawinan Beda Agama

Dalam pasal 40 dalam poin b. disebutkan bahwa "dilarang melangsungkan
perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu,
diantaranya adalah seorang wanita yang tidak beragama Islam". dan dilanjutkan
dalam pasal 44 :" seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan
dengan seorang pria yang tidak beragama Islam".*

Kedua pasal ini (40,44) KHI secara eksplisit dijelaskan bahwa adanya
larangan bagi muslim laki-laki maupun perempuan untuk melakukan pernikahan
dengan laki-laki atau perempuan yang bukan beragama Islam (zon muslim).
Yang substansi dari pasal ini tidak lain adalah untuk menciptakan kemaslahatan
bagi kekekalan keluarga itu sendiri. Sebagaimana firman Allah :

36 Fan 5 83 90 pSiy Jun g L) | it L g 31 aSsiih (3o oS3 (318 o 4l a9

Dengan asumsi bahwa adanya perbedaan prinsip keyakinan antara suami

isteri akan berpotensi menimbulkan percekcokan dan perselisihan dalam

hubungan keluarga. Walaupun kesemuanya dapat dieliminir dengan saling

pengertiannya pasangan, namun prosentase keterjagaan sikap toleran ini sangat
sedikit untuk dapat dilaksanakan dalam pembinaan keluarga yang sakinah.

Secara metodologis, semua hal yang diatur dalam Kompilasi Hukum
Islam di atas, adalah menggunakan metode mas/ahah mursalah. Dengan tinjauan

menjaga kemaslahatan umat melalui produk-produk hukum yang disetarakan

3 Ahmad Rofiq, Pembaharuan., hlm. 192-193,

3 ar-Rum (20): 21.
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terhadap perikchidupan masyarakat scbagai makhluk bertuhan serta makhluk

sosial yang scnantiasa dinamis dalam kehidupannya.

B. Kajian Relevansi
Scbelum mencari titik relevansi antara maslahah yang diusung oleh
Kompilasi Hukum Islam lewat peraturan-peraturannya dengan pemikiran
maslahah Najmudin at-Tufi, maka tetlebih dahulu diulas kembali prinsip-prinsip
dasar yang menjadi landasan pemikiran mas/ahah at-Tufi. Hal ini bertujuan agar
mendapatkan hasil kajian yang lebih komprehensif dan mendasar.
At-Tufi membangun pemikirannya tentang maslahah (kepentingan
umum) berdasarkan atas empat prinsip, yaitu 37
1. Akal bebas menentukan kemas/ahatan dan kemfsadatan, khususnya dalam
lapangan mu’amalah dan adat.
2. Maslahah merupakan dalil syar’i mandiri yang kehujjahannya tidak
tergantung pada konfirmasi nas, tetapi cukup dengan akal.
3. Maslahah (kepentingan umum) hanya berlaku dalam lapangan mu’amalah
dan adat kebiasaan.
4, Maslahah (kepentingan umum) merupakan dalil paling kuat.
Sebagaimana pembahasan pada bab terdahulu, bahwa penyusun
mendapatkan hasil kajian yang agak berbeda dengan prinsip-prinsip di atas yang

sering kali digunakan untuk menjustifikasi at-Tufi sebagai orang yang sangat

37 Mustafa Zaid, al-Maslahah f7 at-Tasyri’ al-islami wa Najmudin af-Tufi (Beirut : Dar
al-fikri, 1954), him. 127-132 dan Husein Hamid Hasan, Nazariah al-Maslahah fi al-figh al-Islami
( Kairo: Dar an-Nahdah al-* Arabiyah, 1971, him. 529.
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mendewakan akal semata. Hal ini dikuatkan jika kita meneliti paradigma
pemikiran mags/ahah at-Tufi yang dibangunnya. Yang ternyata dalam
membangun konsep maglahalnya, at-Tufi juga menggunakan nas sebagai pijakan
pemikirannya (Qs. Yunus (10): 57-59).%°

Hal ini juga terlihat dari adanya klasisfikasi magslahah yang ditinjau dari
ada tidaknya sandaran syara’ padanya yang dibagi dalam tiga bagian. (1)
magslahah yang diakui syara’, (2) maslahah yang ditolak syara’ karena dinilai
merubah syara’ dengan mendasarkan akal semata, dan (3) maslahah yang tidak
diatur syara’ baik boleh atau tidaknya maslahah tersebut.”

Di samping itu semua, indikasi sclanjutnya yang ditunjukkan at-Tufi
adalah dengan sikap pertentangannya terhadap kaum mu’tazilah dalam hal ar-
Tahsin dan at-tagbin*® Sehingga sampailah pada kesimpulan bahwa at-Tufi
tidaklah mendewakan akal semata dengan mengesampingkan nas syari’ah yang
ada. Menurutnya dia hanya mendahulukan dalil syar’i yang kuat (rajih)
dibandingkan dengan dalil syar’i lainya. Dan mas/ahah adalah dalil syar’i yang
hakiki (rajif) dan tidak diperselisinkan, Karena maslahalh adalah maqagid as-

syari’ah yang sebenarnya.”'

38 mﬁjmd““(ﬁw“"“hdeMJ)JM“fu‘MJPS‘JO‘;‘L‘}"(SJ"[eﬁU»LJlLG__.L..
(rousin). Oomans e s sy 1o il llid

% Husein Hamid Hasan, Nazariyah. hlm. 543.

*0 Najmuddin at-Tufi, Syarah Mukhtasar ar-Raudah, tahqiq ‘Abdullah Ibn ‘Abd. Al-
Musi’in at-Turki (Beirut :Mu’asasah ar-Risalah, 1990), 11:205-206 dan Mustafa Zaid, al-
Maslahah.,.hlm. 81.

41 < Abdul Wahhab Khallaf, Masadir at-Tasyri’ al-Islami fima la Nasa fibi (Kuwait:Dar
al-Qalam, 1972), him.129-131.
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Schingga adanya usaha mendahulukan kemas/ahatan daripada nas adalah
bersifat daruri, ketika perspektif dan interpretasi manusia menganggap adanya
pertentangan antara nas dan maslahah. Dengan kata lain, hal ini lebih bersifat
temporal saat prasyarat untuk mendahulukan kemasl/ahatan dari nas terpenuhi.

Kemudian untuk mengetahui rtelevansi pemikiran masiahah at-Tufi
dengan pasal-pasal dalam buku [ (Hukum Pekwinan) KHI, maka terlebih dahulu
diuraikan dari kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok
manusia di dunia dan akherat, yaitu : (1) memelihara agama (Gl Lis), (2)
memelihara jiwa (osidl Lis), (3) memelihara akal (Jix)l Lis), (4) memelihara
keturunan (caud! Lis ), dan (5) memelihara harta (Jlll Lis ). Kesemuannya
adalah kemas/ahatan yang bertingkat darurf yaitu wajib dijaga oleh umat Islam.

Dalam mencermati kandungan Buku I (Hukum Perkawinan) KHI dengan
memperhatikan prinsip kemalahatan daruri di atas, maka kemagslahatan yang
diusung oleh KHI sudahlah relevan dengan tujuan syara’ yaitu penjagaan
kemaslahatan umat. Adanya Pencatatan perkawinan (ps.5,6,7 KHI), batasan usia
kawin (15 KHI), adanya persetujuan kedua mempelai (ps. 16 KHI), prinsip
musyawarah (pas. 30, 45 dan 79 KHI) merupakan manifestasi dari kemas/ahatan
untuk menjaga keturunan (il Jais) meskipun secara eksplisit al-Qur’an tidak
mengaturnya. Dan tidak diragukan lagi relevan juga dengan pemikiran mas/ahah

at-Tufi.

2 Abu Ishaq as-Syatibi, al-Madkhal fi Usul as-Syari’ah (Beirut : Dar al-Ma’rifah,
1975), him. 8-12.
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Kemudian adanya pengaturan harta bersama dalam perkawinan yang
diatur dalam pasal 85 sampai pasal 97 KHI merupakan manifestasi dari prinsip
pemeliharaan harta (JWll sis) walaupun nas tidak secara spesifik mengaturnya.

Dan masalah poligami merupakan satu tema penting yang mendapat
perhatian khusus dari Allah swt. Sehingga pembahasannya diletakkan pada awal
surat an-Nisa’ dalam al—qur’an.43 Berbeda dengan prinsip yang dikembangkan
oleh KHI yaitu prinsip monogami dalam perkawinan karena tingkat madarat
poligami lebih besar dibandingkan kemaslahatarmya dalam rangka memelihara
keturunan (<ssill lis) memelihara harta (JW Lis) dan akhimya pada
pemeliharaan agama (0x Lés), Walau pada kenyataannya Allah
memperbolehkan poligami.44 Schingga usaha mendahulukan dalil syar’i yang
lebih kuat (imas/ahah) lebih diutamakan untuk memelihara tujuan syari’at yang
lebih hakiki.

Begitupun perihal izin poligami yang diatur dalam pasal 56, 57, dan 58
KHI berlaku ketentuan yang sama, karena menilik kemadaratan yang besar

daripada kemaslahatan jika praktek poligami dipermudahkan.*’

3 Muhammad Shahrur, Merodologi.,hlm. 425.
* Ibid hlm. 434.

45 Bahwa apabila satu negara telah menetapkan untuk tidak memberlakukan poligami,
lalu ada seseorang yang meneniangnya, maka undang-undang berhak mengenakan denda
kepadanya karena telah melanggar ketetapan undang-undang dan keputusan bersama, akan tetapi
tidak bisa dianggap sebagai berzina karena Allah sendirilah yang memperbolehkan perbuatan itu.
Lihat Muhammad Shahrur, Mefodologi. him. 434. hal ini menjelaskan bahwa terdapat kontradiksi
antara mas/ahah dan nas yang ada.
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Pasal 113, 114, 115 dan 116 KHI mengatur hal yang scbenarnya
prosedural dengan tujuan mempersulit perceraian. Setidaknya hal ini
berseberangan dengan nas yang ada, yaitu :

Sabda Nabi saw :

6(das ¥l ol ). Gan Ny Gl S : 2a gl 3a g 32 pas 230
Walaupun demikian, sebagaimana diterangkan dalam pembahasan lalu (pada
pasal maslahah “Percerian dipersulit” :Pen.) bahwa jika talak adalah hak
superioritas laki-laki (suami) maka kesewenang-kesewenangan dan kekerasan
dalam rumah tangga akan nyata adanya. Padahal pada hakekatnya pandangan
superioritas laki-laki dalam hal penjatuhan talak tidaklah berdasar. Oleh karena
itu, walaupun teks nas mengatakan demikian namun teks sosiologis umat berkata
lain, maka kemaslahatan umat harus dijaga dan diutamakan sebagai tujuan
syara’.

Mengenai larangan perkawinan campuran yang dikemukakan dalam pasal
41 dan 44 KHI, terlihat tendensi penjagaan kemaslahatan sangat besar sekali
menyangkut pembinaan keluarga yang kekal dan sakinah. Adanya perbedaan
agama yang dianut merupakan aspek yang mempunyai pengaruh yang sangat
besar bagi upaya harmonisasi hubungan keluarga. Karena secara psikologis
(kejiwaan) adanya perbedaan prinsip keagamaan secara langsung akan

mempengaruhi segala tingkah laku keseharian dalam kelvarga. Karena tidak ada

46 Moch. Anwar, Figh Islam Tarjamah Matan Taqrib ( Bandung :PT Al-Ma’arif, 1973),
hlm. 197.
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